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Jadud 1 KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN

INDONESTA DITINJAL DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Tests imt membahas tentang penerapan ketentuan Kepemilikan Tungaal Perbankan
berdasarkan Peraturan Bank Indonesis No. §/16/PBI2006 dalam tinjauan hukum
persamgan usaha, bahwa penpaturan ketentuan tersebut membatasi kepemilikan
sebagas pemegang saham pengendall lebih dan satu bank., Opsi merger maupun
akuisi baik dalam bentuk barw maupun perusahaan induk, mempunyai potensi
terjadinys praktek  monopoli maupun persaingan usaha tdak sehat. PBI tersebut
mengecualikan PP No. 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Ha!
i dan segl hukum masih menimbulkan persoalan, karena PBI tidak dapat
mengesampingkan Peraturan Pemerindak, sebatknya PBY ini diingkatkan menjadi
Peraturan: Pemenmtah schingga mengikat dengas mencakup perusahaan induk di
bidang perbankan dengan mencakup aspek hukum persaingan vsaha.

Kata kunos
Bank, pemegang saham pengendali, kepemlikan tanggal, merger, persaingan vsaha

Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH Ul, 2009



%

ABSTRACT
Name : Andn Latif
Study Program ;. Business Law
Title ¢ SINGGLE PRESENCE POLICY IN REVIEWED FROM LAW

NUMBER § YEAR 1999 CONCERNING ANTI MONGOPOLY
PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

This thesis is focus on implementation of Bank lndonesia Reguiation (BIR)No.
871672006 concerning The Smgle Presence Policy in Indonesian Banks in polnt of
competition law, the regulation rules that any party may only become a Controlling
Shareholder in one bank. The option of merger and acguisition as well as alisrnative
to fonm a bank holding company is has potential become monopoly practics and
unfair competition. This BIR exclude Indonesian Goverament Regulation Mo
28/1999 conceming Merger, Consolidation and Acquisition Bank In Indonesian
Legal System, BIR cannot exchide Indonesian Government Regulanon, so the
Indonesian Goverament should esiablish bank holding company regulation included
merger and acquisition regulation regarding to compettiion law,
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Banking, controlling shareholder, single presence, merger, compehtion faw
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1994 Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun
1994 meratifikasi keikutsertzan Indonesia dalam keanggotaan World Trade
Organization (WTO}. Keanggotaan torscbut memitiki konsckucnst hukum
mengikat Indonesia untuk menerapkannya di dalam negeri dalam rangks
hubungan perdagangan internasional antara negarg-negara anggota WTO,
dimana salah satu tujuan dari WTQ adalah untuk meminimaltkan hambatan
masuk (enrry barrier) arus perdagangan dan jasa ke dalam satu Negara,

vasg mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam GATS' yaita:
1.1 Most Favoured Nation/MEN.

Yaitu prinsip untak tidak memberikan perlakoan vang berbeda antara
negara-negara anggota yang satu dengan yang lain apabila negara-negara
tersebut melakukan transaksi perdagangan dan fasa di salu negara

anggota WTO
{.2 Transparans

Yaitu kewajiban akan memberikan informasi dan publikasi yang terbuka
segera, kecuall dalam keadaan darurat, mengenal peraluran perundang-
urklangan vang berpengaruly kepada perdagangan jasa internasional yang

mereka lakukan pada negara bersanghkutan’

1.3 National Treatment.

' Zulkarmin Siwunpul, Problainatika Perbankan. (Bandung:Books Termee & Library, 2003), hal
62

* Agreement Establishing The World Frade OQrganizstion, Annex 18 General Agreciment on
Trade i Service hitp/fwww.wto.org 17 Desersher 2007, Ardcte I3 I With respeot 1o any mcaswre
cavered by s Agrcoment, each Member sball accord hmediakly and wnconditionally to
services and serviee supphiers of any other Momber Geatinent no Ioss favoursbie dan that i
accords o like services and service supplices of any other country. )

T iid. Articke UL ), Each Member shal publish promptly and. cxcopt in emergency situations,
#i the latest by the tinwe of their entey Into foree, sl relevant measures of general appiication which
periain 1o or affect the operation of this Agreement. International agresmems penaiowg (o or
affeciing trade i services 1o which a Member is a signalory shall also be publishied,

Universitas indonesia
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Yaitu prinsip memperlakukan atau memberikan perlakvan yang sama
kepada pelaku uszha asing dart negara lain dengan perlakuan yang

diberikan kepada pelaku usaha dalam negeri®.
1.4, Liberafisasi’.

Yaite prinsip dimana seimua anggola WTO saling melakukan negosiasi
dengan tujuan untuk semakin menghilangkan hambatan-hambatan

perdagangan jasa secara bertahap.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka dalam perdagangan jasa akan
menimbulkan konsekuenst {ransaksi keuangan lintas batas negara, tanpa
dibatast asal nasionalitas atau asal negara, termasuk dalam hal ini arus
modal yang dibawa masuk oleh para penanam modal {investor) asing ke

dalam satu negara,

Dalam indusini perbankan, untuk menata kembal kondisi perbankan
Indonesia yang terpuiuk pada saat krisis ekonomi yang dimulal semester
kedua 1997, Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan telah menerbitkan
peraturan perundangan dibidang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahua 1992
1entang Perbankan (Ul Perbankar) yang kemudian disusu! dengan Undang-
Undang MNo. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian telah
diarandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (UL Bl

Selain  UU Perbankan dan (U BI tersebut, Bank Indonesia sebagai
oforitas pengawas perbankan, dari pengalaman peristiwa keisis ekonomi
1997 vang memperfihatkan bahwa ndustri perbankan pasional belum
memifiki  kelembagaan perbankan yang kokoh didukung  dengan
infrastrukiur  perbankan vang baik, sejak tanggal 9 Januari 2004

mengeluarkan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang

*Ibid., Anicke XVIL 1. Is the seclors inscribed o its Schedule. and subject i any conditions
and qualifications set out thercin, sach Mamber sha accord (0 services snd sorvice supphicrs of
amy other Momber, in respect of sl measures allecting the supply of services, meatment no foss
favopurable than that i accoeds to its own Biko sorvices and sgevice sapphicrs

* Zutkarmain Sitompad, Op.Cit. hal 63.

{Universitas indonesia
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bersifat menyeluruh untuk memberikan arah, bentuk dan tatanan industri
perbankan untuk rentang § (lima) sampai 10 (sepulul) tahun mendatang
yaitu Arsitektur Perbankan Indonesis (APD) ©  Arah  kebijakan
pengembangan industri perbankan di masa datang dirumuskan dalam APl
dengan visi mencapal suatu sistem perbankan yang sebat, koat dan efisien
puna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rasgka membantu
mendorong pertumbuhan ekononmi nasional. Untuk menunjang visi tersebut,
pelaksansann didasarkan kepada esam Ptlar APl yang saling terkait satu
sama lain guna menunjang pencapai visi AP yaitu: (1) Struktur Perbankan
vang Sehat; (i1} Sistem Pengaturan yang Efektif; (iI1) Sistem Pengawasan
yang Independen dan Efektif, {1V} Industri Perbankan yang kual; (V)
Infrastruktur Pendukung vang Mencukapi, dan; {VI) Perlindungan Nasabah.

Salah satu Piar APY yaitu Piar Pertama adalah struktur perbankan
vang sehat, yang untuk pelaksanaannya dilakukan Bank Indonesia melalui
program kegiatan penguatan struktur perbankan nasional yvang bertujuan
memperkuat permodalan pada perbankan. Permodalan yang kuat dalam
verbankan  diperlukan dalam  rangka peningkatan kemampuan bank
mengelola usaha maupun 1isiko, mengembangkan teknologi enformasi,
maupun meningkaikan skala usshanya guna mendukung peningkatan
kapasitas pertumbuhan kredit perbankan, dimana implemeniasi program
penguatan permodalan perbackan tersebut dilaksanakan secara bertahap.
Penguatan permodalan perbankan dapat ditakukan baik dengan penambahan
modal baru baik dari pemegang sabam lama maupun penanam modal baru

smaupun merger dengan bank {beberapa bank} lain

Berkaitan dengan program untuk memperkoast permodalan perbankan
dalam pelaksanaan Filar Pertama dari API yaitu penguatan permodalan bank
dan juga uatuk menyerap potenst keruglan {risiko} vang dibadapi dan
mengembangkan infrastruktur dafam rangka ekspanst usaha bank, Bank
Indonesiz  telah  menerbitkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nowmor
F/1S/PBI20GS tentang Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum (PBI

* Arsiiektur Porbarkan Indonesiy, sewweblgo.id. 24 Mei 2008

tiniversitas indonesia
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7/15/2005). Dalam hal iri, pada tahun-tabun awal pemulihan krisis ekonomi
tahun 1999, Pemerintah Indonesia sebelum adanya API yang diluncurkan
oleh Bank Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahan 1999 (PP 29/1999) tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang
bertujuan untuk juga menciptakan sistem perbankan vang sehat dan untuk
memperkuat permodalan petbankan dengan memberikan kemungkinan lebih

besar bagi masyarakat untuk membeli saham bank

Dengan PP 29/1999 tersebut, Pemeritab Indonesia dalam rangka
memperkuat permodalan membuka kesempatan penanam maodal asing untuk
dapat masuk dalam membangun perbankan nasional, hal ini terlihae tidak
saja darl bagian Penjelasan Umum PP 29/1999 vang menyebutkan antara
lain balewa schubungan dengan diperfukannya sistem perbankan uang sehat,
efisien, tangerh dan mampun bersaing, vntuk itu perbankan perlu didorong
memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari
dalam negeri dan dari luar negeri, dalam ketentuan di dalamnyva yaitu Pasal
3 PP 29/199 yang mengatur tentang pemilikan sabam perbankan yang
memungkinkan penanam modal asing untuk depat menguasal kepemilikan

sauata bank sampai dengan 99% {sembilan puluh sembilan persen)®.

Regulast tersebut mendorong hberalisasi kepemilikan  perbankan
swasta nasional yang tercermin pada komposisi pemilikan pada bank-bank
nasional o industri perbankan kemudian terdapat beberapa bask vang
dimilikt olelr satu pelaku usaha atau kelompok pelaku wusaha vyang
merupskan penanam modal aging seperii penanam modal asing dard
Singapura yang menguasai saham Bank Danamon, Bank NISP, Bank
Internasional Indonesia, pengnam modal asing dari Malaysia® yang
menguasal sabam Bank Niaga, Bank Lippo {sekarang Bank Niaga dan Bank
Lippo telab melakukan merger meniadi Bank CIMB  Niagas), Bank

Bumiputera,

" Indonesia. Pemtumn Pemerintah Bepublik [ndonesia teniane Pembelian Salwm Unwm, PP
Ng, 29 Tahwi 1999 Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonsor 62,

* Johannes Lbrakim, . “Pencrapan Single Presgnce Poticy Dan Dumpakaya Hagi Perbankan
Masional™, Jurma) Hokur Bisnis Volume 27 - Nomor 2 {Tahun 2008y Ial 12
? thig. Hal. 5

Lniversitas Indonesis
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Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia yang berkaca kepada
pengalaman krisis ekonomi 1997, dimana kondisi perbankan nasional
terpuruk yang salah satu sebabnya adalah pengawasan yang lemal baik
mternal maupun eksternal dalam strukiur perbankan Indonesiz, maka
sebagal implementast dari Pilar Ketiga berupa Peningkatan Fungsi
Pengawasan diwyjudkan dengan program peningkatan fungsi pengawasan
yang bertujuan  untuk  meningkatkan  independensi  dan  efekeifitas
pensawasan perbankan yang dilakukan oleh Rank Indonesia yang antara lain
dengan penyempurnazan infrastruktur pendukung pengawasan bank antara
lain dengan reguiast perbankan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/16/PBI/2G06  yang mengatur  tentang  kebifakan mengenai
Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia atau juga dikenal dengan
sebutan “Simgle Fresence Polficy™ (PBI SPP) vaitu antara lain sebagai

berikut:

[t Kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia terscbut
merupakan salah satu beotok konsolidasi perbankan vang bertujuan

untuk mewujudkan strukiur perbankan lndonesia vang sehai dan kuat.

Langkah-iangkah konsolidasi perbankan tersebut dilakukan antara lain
melalul penataan kembali struktur kepemibkan pada perbankan
indonesia, khususnya melahd penerapan  kebijakan lkepemilikan

tunggal {single preserce policy).

1.2. Kepemilikan tunggal adalah ketentuan vang mergatur babwa suaty
badan hukum, perorangan atau kelompok wsaha hanya dapat menjadi
pemegang saham pengendali hanye pada 1 (satu) Bank (Pasal 1)
Pengertian mengenal pemegang saham pengendali dalam PBI SPP
{Pasal | ayat 3} int adalah badan bukum dan atav perseorangan atau

kelompok usaha yang

1.2.1. memiliki saham Bank sebesar 25% {dua puluh lima persen)
atau lebih dari jumiah saham yang dikeluarkan Bank dan

mempunyal hak suar,
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1.4,

1.2.2. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak
suarg namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Bank baik secara langsung maupun tidek langsung,

Ketentuan  mengenai  pemegang  ssham  pengendall  tersebut
dikecualikan bagi (Pasal 2):

1.3.1. Pemwegang sabam pengendali pada 2 {dua) bank yang kegiatan
usahanya  dilakukan dengan  prinsip  vang  berbeda
{konvensional dan syariah)}.

.32 Pemegang saham pengendali pada 2 {dua) Bank vang salah
satunya adalsh Bank Campuran {Joint Venture Bank).

1.33. Back Holding Company vang didirikan berdasarkan PBI SPP

rersebut

Alternatif yang diberikan apabila ternyata setelah diberlakukaonya PB1
SPP, pemegang saham pengendali termasuk dalam katagori yang tidak
diperbolehkan (Pasal 3 ayat (1)):

1.4.1. pengalihan sebagian atau selurub kepemihkan sahamnya pada
salah satu ataw lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak
tain schingga vang bersangkutan hanva menjadi pemegang
saham pengendali pada 1 (satu) Bank saja.

142 melakukan merger atau konschdast atas Bank-bank vang
dikendalikanmya dengan berdasarkan ketentuan vang mengatur
rentang maerger, konsolidasi dan akuisisi Bank.

143 menunjuk salah satu Bank yang dikendahikan oleh pemegang

saham pengendal sebagai Bank Holdiag Company.

Unitok kondigl pemegang salam pengendali pada lebih dari satu Bank
{sehagaimana pasal 1} maka pemecgang sabam pengendall yang

dimaksud wajib melakukan merger atau konsolidasi (Pasal 3 ayat (2))
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1.6. Proses pembentukan Bank Holding Company (BHC) dikecualikan dari
ketenfugn menuenat akuisisi bank umum dan pembelian saham bank
umum dan merupakan badan usaba dalam bentuk persercan terbatas
serta difarang melakukan kegiatan usaha perbankan selain menjadi

pemegang saham Bank {(Pasal 4 dan Pasal 5).

1.7, Penyesuaian struktur pemiegang saham pengendali wajib dilakukan

dalam waktu paling lambat pada akhir bulan Diesember 2010 (Pasal 7},

Sektor perbankan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam
dunia perdagangan dan jasa vang merupakan bagian dari kegiatan
perekonomian, diatur dalam suatu peraturan perundangan yang jika dilihat
dari aspek hukum termasuk dalam ranah hukum ekonomi yang merupakah
pengembangan kajian dan pengaturan substansi hukum dagang'® antara lain
seperti hukum investasi, hukum perbankan dan hukum persaingan usaha dan

antimanopoli.

Berkaitan dengan ketentuan pemilikan tunggal yang dalam PBI SPP
tersebut yang merupakan salal salu program pelaksanaan dari Pilar Pertama
dart APL, dari visi hukum ckopoms yang harus menunjukan bawsah bukum
bersifat akamodatif terhadap antara lain tidak adanya diskriminatif terhadap
pelaku ekonomi serta persaingan usaha yang schat'', maka dilihat dari aspek
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolt
dan Persaingan Usaha Tidak Sehatr™ {UU Anti Monopali), terdapat hal yang
bertalian yaity menunjuk sslah saty konsideran dalam UL Anti Monopoli,
bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendski adanya kesempatan
vang sama bagl setiap warga negera untuk berpartisipasi dalam proses
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklini usaha vang sehat,
efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekomoni dan
bekerjatlya ekonomi pasar secara wajar dan ketentuan pada pasal 27, 28 dan

2% UL Anti Monopoli vaitu:

' Sri Hejeki Hartone, Hukum Ekonornd Indoncsia, {Malang: Bavuancka Publishing. 2007) hal. 6
(PR
* Ibid, hal. 3}

Megara Republik Indonesia No. 33 Tahun 1999,
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Pagal 27 Pemuitkan Saham.

Pelaku Lsaha dilarang memtliiki saham mayoritas pada beberapa perusahaan
sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar
bersangkutan vang sama, atau mendirikan beberapa penusahaan yang
memiliki keglatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama,

apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

1.1 Satu pelaku usaha atan satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dart 50% {lima puluh persen} pangsa pasar satu fenis barang atau jasa
terteniu,

.2, dua atau tiga pelaku usaha atan kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis

barang atau jasa tertentu.

Pasal 2R Pengaabungan, Peleburan dag Pengambilaliban.

1.1 Pelaku usahz dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan
uszha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usahz tidak sehat.

[.2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan
lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monapoli dan atgu persaingan usaha tidak sehat.

1.3. Ketentuan lebib lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan
usasha yang dilarang sebagaimana dimaksud delam  ayatl, dan
ketentuan mengenai pengambialihan sabam perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturaa Pemerintah.
Pasal 29

! 2 Penggabungan alau pelebusan badan usaha, stau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2¥ yag berakibatkan nilai asset dan
atau nilai penjualannya melebihi jumiah tertentu, wajib memberitahukan
kepada Komisaris, selambat-lambatitya wajib dibavarkan 30 hari sejak

tanggal penggabangan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
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1.2 Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta
tata cara permberitabuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} diatur

dalam Peratoran Pemerintah.

Dari uraian mengenal beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan
kepemilikan (saham) pada bank tersebut diatas, maka penulis mebhat babwa
rerdapat objek yang sama vang diatur yaitu mengenai aturan dalam kepemiliken
{saham} dalam dalam svatu perusahaan {untuk UL Antimonopoll) khususnya
parbarkan (PBI SPP) yang amara lain dalam pengaturan alternatif dalam
melaksanakan aturan pembatasan kepemiltkan tunggal pada perbankan yang
menggunakan prosedur merger ataupun akuisisi atas suatu bank untuk menjaga
apar tidak terjadi dan/atan memberikan alierpatif untuk merubah kondisi
kepemilikan tunggs! oleh suatu pemegang saham de febih dan sate bank, di siss
fain dalam UU Anti Manopoli vang mengatur larangan prakick monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat tersebut gebagaimana diatur dalam pasal-pasal
tersebut diatas terdapat adasys pembatasan kepemilikan saham pada suatu

perseroan yang berkaitan dengan pelangearan persaingan usaha tidak sehat,

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan
penelitian dengan melakukan analisa yuridis atas ketentuan Kepemilikan Tunggal
pada Perbankan indonesia (Single Presence Paolicy) yang diatur dalam PBI SPP
ditinjau darl UU Antimonopoli dengan merumuskan permasalahan sebagaimana

tersebnt dibawah int.
1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dirumuskan permasalahan schagai

berikut:

1.2.1. Bagsunana konsckuenst hukum atas kelentuan akuisisi yang
dilakukan oleh Bank Holding Company dalam PBL 8PP dikecualikan
dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang merger,

konsolidasi dan akuisist bank?
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1.3,

1.4,

1.7.

1z

1.2.2. Apakah ketentuan dalam PBI SPP khususnya aturan alternatif
merger atau konsolidasi dan alternatif perabentukan Bank Holding

Company, tidak bertentangan dengan ketentuan UU Anti Monopoh?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan  permasalaban  tersebut, dapat  dirumuoskan  tojuan

penchittan schagai berikut:

1.3.1. Untuk menganalisa mitigasi dalam implementast dari proses akuisisi
saham Bank milik pemegang saham pencendall kepada Bank
Holding Company yang dikecualikan dari Peraturan Pemerintah No,
28 Tahun 1999

1.3.2. Untuk menganalisa implikasi hukum antara ketentuan alternatif
merger atau konsolidast dan pembentukan Bank Holding Company
datam PBI SPP dengan ketentuan dalam UL Anti Monopaoli.

MANFAAT FENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yvaitu

141, Mendapatkan mitigast yang secara rcgulasi dapat dilakukan dalam
impleniontasi dari proses akuisisi saham Baok miltk pemegang
saham  pengendali  kepada Bank Holding Company  yang

dikecualikan dart Peraturan Pemerintah No. 28 Tabun 1999,

142 Mendspatkan hasil analisa mengenal implikasi hukum antara anlara
ketentuan alternatif merger atau konsolidasi dan persbentukan Bank
Holding Company dalam PBI SPP dengan ketentuan dalam UL Ann

Monopoli.
METODE

Dalam penelittan ini, penulis melakukan penclitian secara yuridis

normatif yaiws metode pepelitian dilakuan dengan cara meneliti bahan
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pustaka atau data sekunder'®. Dalam penelittan vuridis normatif, data

sekunder adalab data yang terdiri dari'*:

1.5.1. Baban Hukum Prumer, yaitu bahan-bahan hukom yang mengikat dan
terdirl dart: Norma dasar/Kaidah dasar seperti Pembukaan UUD
1945, Peraturan Perundangan sepertt undang-undang, peraturan
pemerintah; Yurisprudensi dan Traktat,

1.5.2 "Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
hukum primer, antara lain seperti rancangan undang-undang, hasil-
hasil penehitian, hasil karya dari kalangan hukum

1.5.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahas bukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, antara lain seperti kamus, ensiklopedi.

Dari jenis metode tersebut, penulis mmenggunakan data sekunder vang
diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal
it undang-undang mengenal perbankan, undang-undang mengenat larangan
praktek monupoli dan juga peraturan Bank Indonesia tentang kepemilikan tunggal
pada perbankan Indonesia serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan
substansi dari bank maupun larangan praktek monopolt yang merupakan baban
hukum primer dan melakukan studi pustaka meliputt arfikel, tulisan iimiah dalam
jurnal hukum yaeg terdapat dalam bentuk media cetak masupun elekironik

{internei} yang meripakan bahan hukum sekunder,
1.7. KERANGKA TEORI

Perbankan dari pengertian dalam UU Perbankan adalah segala sesuatu
vang menyangkul tenfang bank, mencakup kelembagaan, keglaten vsaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara baok sendini
dalam UU Perbankan memilik: pengertian badan usaha yang menghimpun dana
dar masvargkat dalam bentuk simpanan dan menyaluskannya kepada masvarakat

dalam bentuk kredif dan atau bentuk-bentuk Jainnya dalam rangka meningkatkan

** Soerjono Sockamio dan Se Mamudit, Penelitian Hukn Norawtl' (ukarta: 8T, Rajagrafindo
Perkasa. 2606} bal. 14,
" thid, hal. 13.
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taraf hidup rakyat banyak". Dalam pelaksanaannya pengaturan dalam perbankan
antara lawn secara Khusus diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan
olell Bank Indonesta dalam kapasitasnya sebagai otoritas pengawas perbankan di

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU BL

Sedangkan untuk pengaturan berkaitan dengan monopoli dan persaingan
usaha fidak sehzﬁ diatur dalam UU Anti Monopoli, yang mengatur pelaku usaha
agar dalam menjalankan kegiatan usahanya memperhatikan keselmbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan mengacu kepada
demokars: di bidang ekonomi yang menghendaki kesempatan vang sama bagi

settap warga negera untuk berpartisipast di dalam kegiatan ekonomi {usaha)

Permasalahan yang diuraikan dalam penulisan ini berkaitan dengas hukum
perbankan dan hukum persaingan usalia dan antimonopoli yang merupakan salah
satu pernbahasan datam hukum ekonomi, Dalam kajian hukum ekenomi, hukum
perbankan dan bukum anti monopoli adalah suatu pengembangan dalam kajian
hukum ekonomi yang berawal dari konsep kajian hukum dagang sebagai suatu
lingkup beberapa subbidang hukum dalam ranah hukum perdata. Hukum ekonomi
adalah rangkaian perangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berawal dar
smbrio bahwa hukum dagang merupakan perangkat peraturan yang mengatus

hubunegan hukum antara pelaku ekonomi dalam arti fuas'®.

Dalam penulisan ini imengacu kepada salah satu asas utama dalam hukum
ekonomi yeitu campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi' . khususnya
pengaturan kegiatan ckonomi dalam rangka mewujudkan hukum yang bersifat
akomodatif terhadap perwuojudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan
vang proporsional dalam masyarakat, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku

ekonomi dan persaingan usaha yang schat,

¥ Indonesta, Undang~Undang Perobahan atss Undang-Undang Nomor 7 Tabuir 1992 temtang
Porbunkan, {31 No. 10 Talun 1998, Lembaran MNegars Republik Indonesin Nomor 182 Tahun
15998,

' Sri Rejeki Rasteno. Opell, hal. Sdan ¢

" Sri Reieki Hartone, OpCit. hal. 13,
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Untuk menganalisa PBI SPP ditinjaui dari UU Anti Monopoli digunakan
pendekatan secara hukem ekoncmi, Sri Redjeki Hartono mengatakan menuliskan

bahwy Hukum ekonemi mempunyai 2 pendekatan yaitu:

}. Pendekatan makre yang memanfaatkan ilmu-ilmu tain sebagal pisau
analisis terhadap masalah-masalah hukuro seperti kebijakan hukum di
bidang ekonomi,

2. Pendekatan ovikro dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan hukum parg

pihak sesuai target.

Oleh karena nu hukum e¢konorni sebagai suatu kajian merupakan suatu
kajian vang luas karena mencakup dua ruang lingkup sekaligus yaitu: (i} ruang
lingkup hukum publik dengan Kkajlan makro, dan; (ii) ruang lingkup bukum

perdata/dagang sebagai kapan mikro.

Meliliat kedalam peraturan Ul Perbaskan, kedua ruang lingkup dari kajian
bukum ekonomi diatur di dalamnya, yaitu berkaitan dengan aturan mengenai
kegiatan usaha dari bank yang ditujukan mendorong kegiatan perekonomian
rrumnya sekaligus mengatur hubungan hukum antara bank sebagai badan usaha
dengan perorangan/badan usaba yang menggurakan jasa dibidang perbankan,
Demikian juga dengan UUJ Ami Monopoli, meski;ﬁun dalam  aturan-aturan
didalamnya mengatur tenlang perjanjian yang dilarang, porbustan/kegiatan yvang
gilarang samun hal tersebut didasari dengan pertimbangan untuk mencapai
demokrasi atau pemerataan kesewmpatan dalam kegiatan ekonomi bagi selurub

masyarakat,

Rabert L. Hayman {(Jurispradence: Comterporary Readings, Problems and
Narvatives; 1994) mamberikan  pengertian  ilmu  hukum  dalam  hal  ind
Jurisprudence secaca luas®, sebagal segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang
huekum. Hal terscbut juga dapat mempunyai pengertian metode kajian tentang
makna hukum secara umum. Ilmu hukum mempunyai sifat yang menjadi

karakteristiknya yaitu bersifat preskriptif dan terapan'”’. Mempelajari tujuan
p p

Corgs, 20061 hal, 19
¥ orid bal 22,
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hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan
norma hukum adalah sifat preskriptif dari ilme hukum, sedangkan mempelajari
standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan
hukum. Hmu hukom melibat hukom dari dua aspek vaitu hukum sebagai suatu
sistemn nilai dan hukum sebagal suatu aturan sosial yang tinsbul dari gejala dan

kondisi sosiai yang terjadi d1 masyarakat.

Terdapat pendapat vang penting berkaitan tentang teori hukum yaitu dari
Donald Black®™  dengan melakukan pembagian dua model bukum yalle
Jurisprudentiec Model dan Sociological Model. Dalam jurisprudentiz model,
dalam melakokan kajlan hukwm lebih menitikberatkan fokus pada prodek
kebijakan (aturan/niles} dimana rales sebagai produk hukum baik dalam bentuk
sebagal sistem aturan terkodifikasi atau tidak {statutory/case). Hmu hukum dalam
model inl mengatakan bahwa proses hukum berfangsung ditata dan diatur oleh
suatu logic (logika sistam/hukum) dan karenanya Hukum dianggap sebagai sister
yang abstrak yang ada sebagai suatu keharusan-keharusan, Sementary sosiofogical

mode? kasian hukum sebagai suatu strukeur sosial

Oleh karenanya maka dalam hal kajian bukum atas peraturan perbankan dan
peraturan antimonopoli, dapat juga dilakukan dengan pendekatan analisa ilmu
ekonontt untuk hukum {(economic analysis of fow) sebagaimana dikemukakan
oleh Cooter dan Ulen®’, ilmu ckonomi antara lais memberikan suate teori ilmiah
untuk memprediksi efek dari suatu peraturan terhadap perilaku, bagaimana orang
merespond atau bersikap atas perubaban hukum, selain iy i#mu ekonomi
memberikan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Untuk
mengetahui  efek  darl  hukum  terhadap tejuan  dikeluarkannya  peraturan
perundangan yang bersangkutan, maka hakim atau pembuat perundang-undangan
harus mempunyal metode uniuk melakukan evaluasi atas akibat bukum pada nilai-
nila; sosial yang beriaku. Ilmu ekononn dapat memprediksi efek dari efesiensi

kebizakan, dimana efesienst selalu relevan dengan pembuatan kebijakan.

" HR, Ote Salwman dan Anthon F. Susanto. Teorl Hukum G¥ongingal. Mengumpuikan dan
Mgin‘l&iik&i Kenshali), (Bandung: PT. Relika Aditama, 200, hal, 50

~ Roben Cooter & Thomas Ulen. Law and Economics. Third Edition. {addison Wesley, 2801
hat 3.
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Dalam Black’s Law Dictionary™, terdapat definisi sebagai berikut: “Law
and Economtic: 4 dicipline advocating the economic analysis of the lavw, whereby
legal rules are subjected io a cost-benefit analysis 1o determine whether a chonge
of form one legal rule 1o another will increase or decrease allocative ¢fficiency an
soeial weaith. Originally develoned as an approach (o anritrust policy. fow and
economics is loday wsed by its proponents to explain and terpret a variety of

fegad subjects”.

Menunjuk kepada pendapat maupun pengectian terscbut, maka dalam
pembasan peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian
(daiam hal ini PBI SPP dan UU Anti Monopoh) fidak semata-mata mengkaii dari
aspek hukum semata karena merapakan produk hikum tetapi juga melihat kepada
pertimbangan dan latar befakang dikeluarkannya peraturan perundangan tersebut
yang mempunyal tujuan untuk mendukeng dan menjaga agar kegiatan ekonom|
dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan ditzati dan dijaganya asas hukum

sehingga tatanan perekonomian dapat dijage.

Dari catatan tersebut diatas, maka pendekatan dafam permasalahan ini
adalah asag campur tangan pemeriatah dalam kegiatan ekonomi, dengan melihat

sinkronisasi dalam peraturan perundangan,
L.7. DEFINISTI OPERASIONAL

Untuk menghindar) adanya perbedaan pemahaman ierhadap istilah yang
digunakan dalam menginterprestaikan konsep-konsep dan termimmologi yang
digunekan dalam penelinan ipi, perly dirumuskan definisi operasional yang
merupakan batasan pengertian terhadap terminclogi atau konsep vang secara

khusus digunakan dalam pepeditian ini,

1.7.1. Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pilak hanya
menjadi pemegang saham pengendali padag [ {satu) Bank.
1.7.2, Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah divbah

# BEek’s Law Drictionary - Eight Edition. {West - a Thoimpson Business: 2604} kal. 961,
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dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1.7.3. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau
perseorangan dan atau kelompor usaha yang:

173 Lmemibkt saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perserstus)
atau lebih dart jumiab szhamo yang dikeluarkan Bank dan
mempunyal hak suara.

1.7.3.2.memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus)
dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak
suara arnun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank
balk secara lapgsung maupun tidak langsung,

[.7.4 Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) adalah
badan bukum vang dibentui dan atauy dimiliki oleh Pemegang Saham
Pengendali untuk mengkonsolidasikan  dan  mengendalikan  secara
langsung  seluruh  akilvitas Bank-bank  vang merupakan  anak
perusahaannya.

}1.7.5. Praktek Monopoit adalab pemusatas kekuatan ekonomi oleh satu atau
tebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atay
pernasaran atas barang dan atau jasa fertentu sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan mersgikan kepeatingan umumn,

1.7.6. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyar posisi tertinggi
diantara pesaingnya di  pasar  bersangkutan dalam  kaitan  dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan  atau
penjualan serta kemampuan untuk menyesuatkan pasolan alau permintaan

barang atan jasa tertentu,

1.8. SISTEMATIKA LAYORAN PENELITIAN

Sistemnatika laporan penelitian disapikan dalam 3 bab, yaitu
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BAB I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan pensiitian, metode, kerangka teori, definisi operasonsl

dan ststematika laporan penelitian,

BARB [} wmenguraikan tinjauan umum tentang hukum perbankan dan

implementast APl berkaitan dengan PBI SPP.

BAB UI menguraikan tentang aspek hukum anti monopoh dan
prakick persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 5 Tahuo 1999 dan ketentuan mengenat merger, konsolidast dan

akuisisi bank datam perspektif UU Antt Monopoli,

BARB IV menguraikan tentang analisa wuridis PBI SPP deangan
mendasarkan kepada permasaiahan sebagaimana dimaksud dalam bagian

permasalahan diatas yang ditinjau dari UU Anti Monopoli,

BAB ¥V  adalah penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran
vang perlu dipertimbangkan datam rangka implementasi penerapan kebijakan

Kepemilikan Tunggal Bank ditinjau dart UU Anti Manopoli,
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BAB 2
PERBANKAN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN
DALAM PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN
TUNGGAL PADA PERBANKAN

2.1, BUXKUM PERBANKAN INDONESIA

Bank memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi vang
dilakukan masyarakat yang tidak bersinggungan dengan bank baik secara
langsung maupun tidak langsung Hubungan dengan bank dalam kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha
atau lembage mencakup aspek yvang cukup luas dari mulai kebutuhan sehari-hari
yang bersifat konsumsi, kebutuban untuk mempercwudah dalam pelaksanaan
kewajiban keuangan, Kebutuhan sosial sepertt pendidikan, sampai dengan
kebutuhan modal kerja usaha masyarakat. Secara awam kebanyakan orang
dahulunya hanya melihat bank sebagai tempat untuk menyimpan uvang danfatas
untuk mendapatkan pinjaman dari bank baik untuk kebutuhan konsumsi maupun
untuk berusaha, hal i pun masih merupakan kegiatan usaha bank yang paling
pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UL Perbankan bahwa back adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakar dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka menipgkatkan taraf hidup rakvat banyak, sebagaimana
diuraikan juga oleh Xavier Freixas dan Jean-Charles Rochet(1998 1Y bahwa
definist operasional dan bank adalah © adalah svatu institusi yang melakukan

kegiatan penerimaan dana danl masyarakat dan membertkan pinjaman,

Dari pengertian dalam ULT Perbankan tersebul maka dapat terlihat
bagaimana pentingnya peranan bank (industr: perbankan) dalam menunjang dan
mendorong perekonomian. Dalam menjalankan menjalankan fungsi sebagatmana
disebul dalam Pasal 1| UU Pecbankan terssbut, sangat bergantung oleh
kepereayaan {#rust) dari masyarakar, karens tanpa adanya kepercayaan tersebut

masyarakat tidak zkan menempatkan dananya atau mengelola dananya melalul

* Kavier Freixas and Joan-Charles Rochet, Microcconomics of Banking, (Massachussels: The
MIT Press 1998 bal 1. dalam Yunus Husein, dun Zulkamnmis, Materinl Bending Hukpm
Perbankan dan Lembaga-lembaps Kcuangan Lainny. Progrun Pascasaciang Mapister Hukom
Bidang Hukum Pkonemd Fakulas Hokue: Universitas Indoncsia
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bank, dan bila itu terjadi bank pun tidak akan dapat melaksanakan penyaluran
dana kepada masyarakai. Olek karcnanya, kepercayaan dari masyarakat yang
merupakan aset bank yang penting untuk dijaga. Hal ini merupakan tantangan
bagi bank guna meningkatkan efsiensi pelaksanaan fungsi intermediasi bank, agar
masyarakat tidak kehilangan kepercayaan yang dapat mengakibatkan masyarakat
kehitangan kepercayaan dan menarik ssluruh dana masyarakat yang disimpan
pada bank, yang apabila ini terjadt bank skan sangal menyubitkan bank karena
tidak memiliki vang tunai yang cukap untuk membayar kewasjtban kepada selurult
nasabzhnya secara sekaligus. Hubungan bank dengan masyarakat {nasabah) yang

berdasarkan kerpecayaan im sangal renfan, dan akan saling mempengarahi,

Untuk menjaga ager hubungan masyarakat (nasabah) dan bank dapat dijaga
maka dalam kegiatan perbankan dilandast beberaps asas-asas dan hukum yang

mengatur peecbankan® yaitu:

1. Asas Demokrasi Ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 2 ULl Perbankan.
Sebagaimana penjelasan dalam UU Perbankan menyatakan bahwa [ungss
utama dari baok unizk mendukung pelaksanaan pembangunan, pertumbuban
ekonomi uniuk mencapai peningkatan hidup rakyal banyak yang berasaskan
demokyasi ekonomi, dimana demokrast ekonoml berus dibindan dari hal-
hal™
V.1 .Sistem free flight Jiberalisn: yang menumbulikan eksploitast rerbadap

manusia, vang menimbulkan kelemahan strukiur ekonomi nasional dalam
perekonomian dunia.

1.2 Sistemn etatisme, dalam artt bahwa negara besertz aparatur negara bersifat
dominan mendesak dan mematikan potenst serte daya kreast unit-umit
ekonomi di luar sckior negara.

I 3 Persaingan wvsaha tidak sehai serta pemusatan ekonomi pada suatu
kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat

dan bertentang dengan cita-ciia keadilan sosial,

“ Rachmadi Usinan, Aspek-Aspek Hikwmn Pertbankan 4l Indonesia. (Jakarte PT. Gramedia
Pustaka Lhama, 2003) hat 14,
“ 1bid, hat 16
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Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle), bank wapib untuk menjaga
kepercayaan masyarakat vang menyimpao sebagian dananya pada bank,
dimana masyargkat dalam menyimpan dananya akan dapat mengambil
kembalt disertai imbalan karena dengan adanya dana simpanan masvarakat
dapat menyalurkan kembali kemasyarakan antara lain dalam bentok kredit.
. Sutan Remi Sjahdeni menyatakan®™ bahwa bubungan antar bank dan nasabah
penyiimpan dana adalah hubungan pinjaman meminjam vang antara debitor
(bank} dengan kreditor {nasabah penyimpan danaj yang dilandasai oleh asas
kepercayaan. Sehingga dalam hubungan bank dengan nasabah penyimpan
dana (masyarakat} ftidak hanya merupakan hubungan kontrak dalam
penempatan dana masyarakat vang berkaitan dengan hukum perjanjian, tetapi
tuga hubungan kepércayaan.
Asas Kerahasiasn, bahwa bank wajib menjaga kerahasiagn atas segala sesuai
yang berhubungan dengan nasabah penyimpan baik keuangan maupun hal-hal
lain vang wapib dirahasialan menurut kelaziman perhankan, hal ini penting
karena berkaitan erat dengan kepercayaan dan magyarakat yang menyimpan
dananys yang harus terus menerus dijaga oleh bank sebagaimana diatur scoara
tegas dalam LU Perbankan pasal 407,
Asas Kehati-hatian (Prudentiaf Principles), kegiatan ulama vang merupakan
fungsi dan bank vastu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali kemasyarakan {antary lain) dalam bentuk kredit, harus dilakukan
secara baik dan benar karena hal tersebut sangat erat dengan kepercayaan yang
dipercleh oleh masyarakat (nasabah penylmpan dana). Bank harus memiliki
keyakinan akan kembalinya dana masyarakal yang disalurkan tersebut, vang
dijalankan dengan menggusakan prinsip kehati-hatian yang bertujuan agar

bank selalu dalam keadaan terkelola dengan baik dan mampun menyelesaikan

26 H
Ibid hai {4,
7 Indovesia, UL No. 10 Talmm 1998, Op.Cit. pasal 40 ayvat L:Bask waiib merahasinkae

ketersngan mengenai Masabah Penyhinpas dan simpanaanya kecuali hal sebagaimana dinwksud
datan Pagal 41, Pasal 414, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 3 dan Pasal 444
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kewajibannya. Hal itu sebagaimana diamanatkan oleh UU Perbankan pasal
29™,

Asas-asas dalam kegiaran perbankan tersebut, selanjetnya dituangkan dalam
peraturan  perundangan  yang mengatur mengenai  perbankan, baik  dalam
kelembagaan, kegiatan usaha maupun pengawasannya, hal ini agar tidak sebatas
pada asas saja namun menjadi peraiuran yang diterapkan pada kegiatan

perbankan.

Untuk meniaga agar bank dapat menjalankan usahanya maka bank terikat
dan tunduk kepada peraturan perundangan baik vang secara langsung mengatur
kegiatan usaha bark maupun yang tidak sccara langsung mengatur tentang
perbankan sepertt Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank
Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang
merupakan kelompok hukum perbankan yaitu serangkaian hukum posstif yang
mengatur segala sesuatu yang menvangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan Kepiatan usaha®.

Undang-undang yang mengatur tentang perbankan pertama sejak Indonesia
merdeka adalzh Undang-Undang No. 14 Tabur 1967 tentang Pokok-Pokok
Perbankan, dan selanjutnya bary 28 {dua pulub lima) 1ahun kemudian terdapat
suatu undang-undang baru mengenal perbankan yaitu Undang-Undang No. 7
Tahur 1992 temtang Perbankan. Pervbahan undang-undang mengenal perbankan
tersebut dalam rangka mengakomodir perkembangan perekonomian yang terus
berkembang bahkan melintasi batas negara, dengan substansi perubahan pada

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut antara lain®":

t. Penyederhanaan jenis bank, menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat,
serta  memperselas  ruang  lingkup dan  batas  kegiatan vang dapat

diselenggarakannya;

* Indonesia, Ut No. 10 Tahm 1998, Loc,Clt. pasal 29 avat 2: Bank wajib memelibara tingkat
keschatan Dank sesuni dengan ketontman kecoknpamnodal, kealitas asel. kualitas manjemen
likyiditas, rentabilitas, sobvobititas. dan ospek fain yang berdisboagan dongan usaba bank, dan
wajib melakukan kegialan usalia ses:ad dengan prinsip kelipti-hatian,

7 Rachmadi Usiman, Op.Cit, hal 2.

FRachmadi Usman, Op.Cit. hal &
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2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank dratur secara rinct, sehingga
ketentuan pelaksanaan vang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas
dan lebih terarah;

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat vang dipercayakan pada lembaga
perbankan melalul prinsip kehati-hatian dan pemenahan ketentuan persyaratan
keschatan bank;

4. Pemngakatan profesionalistae para pelaku di bidang perbankan:

5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan
secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligns mencegah terjadinya praktek-

prakiek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Perubahan pengaturan tersebut, dilakukan sebagai upava pemerintah untuk
mengantisipasi serta memngkatkan kusalitas bank untuk dapat mengakomodir
perkembangan perekonomian yang terus menerus terjadi serta dalam rangka
mendorong kegiatan perekonomian masyarakat yang mencakup tidak hanya
penvederhanaan jenis bank, npamun juga pemingkatan hubungan antara
masyaratkat sebagai pengguna jasa perbankan dan bank sebagal badan usaha yang
memberikan layanan jasa perbankan serfa adanya asas kehati-hatian dalam
pengelolaan bank. Selam #tu juga untuk mengakomodir kebutuhan bagl pelaku

kegiatan ekonomi apabila bermaksud untuk mendirikan bank.

Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi keikutsertaan Indonesia dalam
keanggotaan World Trade Organization (WTO) dengan berdasarkan Undang-
Undang No, 7 Tahun 1994, Keanggotaan tersebut memiliki konsekuensi hukum
mengikat Indonesia untuk menerapkannva di dalam negen dalam rangka
hubungan perdagangan internasional antara negara-negara anggota WTO, dimana
salah satu kyjuan dart WTO gdalah untuk meminimalkan hambatan masuk (eairy

barrier) arus perdagangan dan jass ke dalam satu Negara.

Terkan dengan masuknya Indonesia dalam WTO, maka industri perbankan
merupakan salah satu sektor dalam industri perdagangan jasa vang dalam WTO

diatur dalam perjanpian General Agreement on Trade in Services ((GATS). Secara
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umur GATS berisikan dua kumpulan kewajiban yang merupakan satu kesatuan

dan mengikat seluruh anggota WTQ yaitu®':

. Kumpulan kewajiban tentang konsep, prinsip dan aturan yang berlaku bagi
selurub kebijakan (measwres) vang mempengarubi perdagangan jasa.

2. Kumpulan tentang kewsjiban khusus hasil negosiasi yang merupakan
komitmen yang berlaku untuk scktor jasa dan sub sektor jasa yaang terdaftar

pada Schedule of Commitment {(SOC) negara anggota.

Dalam perdagangan jasa dalamy WTO berlaku prinsip-prinsip dasa: dalam

GATS yang mengambil prinsip perdagangan barang dalam GATT vaitu:
2. Mast Favoured Nation/MFN,

Yaitu prinsip untuk tidak memberikan perlakvan vang berbeda antara negara-
negara anggola yang satu dengan yang lain apabila negara-negars tersebut

melakukan transaksi perdagangan dan jasa di satu negara anggota WTO™.

MFN merupakan prinsip utama dalam perdagangan barang (GATT) vang juga
digunakan dalam perdagangan jasa {GATS) dimana suatu fasilitas atau
kemudahan yang diberikan kepada satu negara juga harus diberian kepada
negara lain. Prinsip int dikenal juga dengan prinsip non-diskriminasi yang

merupakan kewajiban umum dalam GATS yang bersifat segera dan olomatis.
3. Transparanst

Yattu kewsjiban akan memberikan informasi dan publikasi vang terbuka
segera, kecuall dalam keadaan darurat, mengenal peraturan perundang-
undangan yang berpengarub kepada perdagangan jasa internasional vang

mereka lakukan pada negara bersangkitan *.

M Zuikarmain Sicompul. Op.Cit bal 78

* Zubkarnain Stiompul. Op.Cil. Iid, hal 62.

* Agreement Establishing The World Trade Organization. Annex 1B General Agrcoment on
Trade i Seyvice Mipf/www wigoorg 17 Deseanber 2007, Op. Cli. Adtidle 11

M Agreement Eslablishing The World Trade Organization. Annex 1B General Agrecment an
Trade in Service Blipidfanww win.org 17 Descmber 2007, Gn. Cit Article 111
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Prinsi int mewajibkan seluruh anggota WTO untuk mempublikasikan seluruh
undang-undang, pedoman pelaksanaan, dan peraturan  perundangan
pelaksanaan izinnya yang berlaka secara umum oleh pemerintab baik di
pemerintsh  pusat maupun pemenntah  daerah yang berkaitan dengan

pelaksanaan perdagangan jasa.
4, WNational Treatment.

Yaitu prinsip memperlakukan atau memberikan perlakuan yang sama kepada
pefaku usaha asing darl negara lgin dengan perfakuan yang diberikan kepada

235
pelaku usaha dalam negeri .

[iberalisasi™®.

f;}:

Yauu prinsip dimana semua anggota WTO saling melakukan negogiasi
dengan tuwjuan  unatuk  semakin menghilangkan  hambatan-hambatan
perdagangan jasa secara bertahap. Hal int dilakukan secara bertzhap karena
tingkat pertumbuhan dari masing-rmasing anggota WTQ tidaklah sama, namun
dilakuan sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing negara

anggota WTO.

Hal tersebut mempunyai konsekuensi adanya tantangan lain yang harus
dihadapt perbankan Indonesia yaius adanya liberalisasi dan globalisasi serta
berpalingnya nasabsh tradisional hank kepada sumber pembiayaan lain. Selain it
liberalisast telab menghilangkan batas wilayah usaha bank, hal ini berakibat bank
domestik tidak hanya bersaing dengan sesama bank domestik tetapi juga harus
bersaing dengan perbankan internasional®’.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan bank terjadi sangat cepat sejak sebelum
éikeluarkanny& Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 rersebut, yatin mulai tahun
1988 dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah indonesia yang
dikenal dengan nama Pakto 1988 yang memberikan kemudahan untuk mendirikan

bank dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya

** Agreemeni Establishing The World Trade Organization, Annex 1B General Agreement on
Trade s Service hpfwvwewowicorg 17 Degsensber 2007, Qp Ol Arsicic XVIL

* Zutkarnmain Sitompul, Qp.Cit, baf 63,

! Zulkarsain Siompad. Op.Cit, hial 2.
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dengan adanya regulasi tersebut banyak didirikan bank-bank swasta nasional
dimana dalam waktu kurang lebih dua tahun jumlgh bank nasional meningkat dari
G4 menjadi 119 pada tahun 1991, dan terus bertambah sehingga pada tahun 1994
mencapai 240 baok™, Namun demikian banyaknya bank dalam pecbankan
Indonesia tersebut rontok pada tahun 1997 pada saat krisis ekonomi tedadi di
Indonesia dimana pemerintah melakukan penutupan terhadap bank-bank yaitu 16
bank mwerjadi Bank Dalam {.tkuidasi pada bulan Nopember 1997 yang berfasjut
dengan penutupan bank tidak sehat atau bermasalzh dan tidak layak lagi untuk
beroperasi sebanyak 7 bank pada April 1998 dan 4 bank pada bulan Agustus 1998
menjadi Bank Bela Operasi serta kemudian pada bulan April 1999 menyosul 38
bank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha®. Berkurangnys jumfah bank selain
karena diiutupnya bank-bank oleh Pemerintah sebagaimana tersebut, juga karena
terdapat beberapa bank vang digabung antara lain empat bank pemerintah menjadi
Bank Mandiri, Bank Danamon hasil pengzabungan sembilan bank dan Bank

Permata hasil penggabungan dari lima bank™.

Hal tersebut terjadi karena merupakan konsekuenst dari lemahnya tata kelola
perusahaan yang baik secara internal, perilaku dari para baokir yang memberikan
kredit kepada kelompok usahanya tanpa diiringl dengan analisa permberian kredit
yang sehat serta pengawasan atas perbankan vang tidak berjalan dengan baik.
Kondisi perbankan yang lemah pada masa ife di sebabkan oleh beberapa hal
antara lain vattu (1) pertumbuhan jumlah bank vang amat pesat sebagai hasil
kebijakan deregulasi 1988 yang tidak diserta dengan ketentuan prudensial dan
pengawasan yang memadai oleh bank sentral; (2) lemahnya penerapan good
corporrie governapce disektor perbankan, karena antara lain konsentrgsi

kepemilikan amat tinggi; dan (3) terjadinva economic boom dan imtegrasi

Bhakai:- 205533 hal 197, daiasn Jumal Hokom Bigsis, Volume 27 « No 2 Tahon 2068, bat, 31 (M.
Ldin Silalshe, SH., LLM, Single Presence Policy ditinjau dad Perspekéif Hakom Persaingun
{saha)

¥ Kusumaninguti Sandriharmy, Peransn Huloyn dalam Penvelesaian Krigis Perbankan di
Indonesia. (Jukarta: Rajawali Press, 2009y bal. 8.

“Toid. hai. 11. Catatan kaki 26. Jumiah bank menyuser vang sebagian besor discbabkan oleh
penttspan dart 239 bank rada ahon 1996 meniadi 222 bank pads sklife tabony 1597, Selanjutnva,
lebi menurse nienjadi 208 pada akhir tabun 1998 dag wiyadi §73 bank pada talwon 1999 Pada
sabun 2008, jumiah bank mencapai 131 bank,
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keuangan internasional vang mengakumulast tingkat kerentanan sistem perbankan

Indonesia.?!

Dalam  industri perbankan, kondis: biberalisasi dan  globalisasi yang
merupakan konsekuenst keterikatan Indonesta atas perjaniian internasional di
bidang perdasangan dan jasa (GATS) vang telah diratifikasi serta untuk menata
kemball kondisi perbankan Indonesia yang terpuruk pada saat krisis ekonoms
yang dimulai semester kedua 1997, diperlukan penyempurnaan peraturan
perundangan di bidang perbankan, Pemerintah Indonesia telah membuat dan telsh
menerbitkan peraturan perundangan dibidang perbaskan yaiu undang-undang
dibidang perbankan yaitu Undang-Undang Neo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merabah dan
menambah  ketentuan-ketentuan mengenai perbankan yang telah ada dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut, hal tersebut dapat terlihat dalam
konsideran dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dglam konsideran dan
penielasan wmum dalem Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terdapat latar
belakang dilakukannya perubahan mengenal peraturaa perundangan di bidang

gerbankan yaitu:

1. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang terus
menerus bergerak cepat, kompetitif dan fertntegrasi dengan tantangan yang

sernakin kompleks;

12

Bahwa diperiukan penyesuaian peraturan perundangan berkaitan dengan cera
globalisast dan komitment Indonesia dalam berbagal forum Internasional
sepertt WTO, Asia Pacific Economic Cooperstion {APEC) dan ASEAN®

Perkembangan dan perubshan atas undang-undang yang mengatur tentang
perbankan tersebut, mendorong perubaban yang cukup mendasar, yaitu untuk
mengakomodir peckembangan sektor perbankan mengikuti kebutuhan masyarakal

akibat pengaruh globalisasi dan jusa untuk pelaksanasn kebijakan regulas:

“ Mari Elka Pangosin. Tie fadonesia Bank Crisis and Restructurdng: Lesson and teplications
for Qthicr Developing Countrigs, (-24 Discussion Series No. 23 - Usnited Nations Conference on
Trade and Devglopment, Novesber 2003, hal. 2 dalam Kusumaningtul Sanddhariny, Pergnan

Hukam dalam Penyclesaian Krisin Perbamkan di Indonesia, {Rajawali Pross, Inkarz: 2009} hal. 3.
* Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 10,
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perbankan agar febih efektif™. Hal ini merupakan konsekuensi agar perbankan
yang merupakan saiah satu motor pengerak roda perekonomian dapat berjalan
dengan baik dan benar untuk mejadi industri yang kuat seria dapat diterima dalam
hubunngan perdagangan dan jasa lIsternasional serta meminimal terjadinya

kembali krisis perbankan tabun 1997,

Dalam industri perbankan di Indonesia selain baok-bank selaku pelaku
perbankan, juga diatur fungsi pengawasan dam bank sentraf ada rada DBank
Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, yang kemudian
sejalan dengan perkembangan mdustri perbankan, terdapat penggantian atas
undang-undang yang mengatur fentang Bank Indonesia yang merupzkan
pengawas dari perbankan di Indenesia yaitu Undang-Undang Ne. 23 Tahun 1999
teniang Bank Indonesia yang kemudian telah diamandemen denzan Undang-
Undang No, 3 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondist saat ini.
Hal tersebut untuk mengakomodir kondist pembangunan ekonomi vang semakin
kompleks, sistem keuangan yang semakin maju seria perekonomian internasional
vang semakin terintegrasi  dan kefat persaingannya dan jugs mengafur fungsi
Bank Indonesia dalamy kebijakan moneter yaitu upaya untuk memelihara stabilitas

nilai uang rupiah

~ering dikatakan bahwa bank sebagai the mos? regrilared financial compony,
mengingat begitu banyaknya peraturan perundangan vang mengarur atay
berkaitan dengan perbankan, tidak saja terikat dengan UU Perbankan tersebut
diatas, tetapt juga dalam menjalankan kegiatan usahannya terikat kepada
kerentuan kbusus eatuk mengatur gtau berkaitan dengan perbankan antara lain

seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) khususnya Buku

IT dan Buka 11l berkaitan dengan hukuim jaminan dan perjaniian;

** Dablan Simnat. Mapajomen Lembags Kewaneao, (Lembaga Penerbit FEUL edisi 3 2000,
hal. 23 dalam Yunus Husein, SH. dan Zulkarnaio Sitompul.  Matcdal Reading Hukum Perbankan
dan_Lembaga-lembapa Kenangap Lainnva, Pregoun Pascasasjane Magister Hukuin Bidang

Hukuom Ekonomi Fakubias Hukom Usiversitas Indonesia
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama ketentuan Buku T mengenai

sitrat berhargg;

F..r.i

Undang-Undang Nomar 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benas-benda yang Berkaitan dengan Tanah,

Undang-Undang Nomor 42 Tahus 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 testang Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

S

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 199% tentang Merger, Konsolidasi dan
Akuisist Perbankan;
8. Peraturan Pewerintah Nomor 2% Tabun 1999 tentang Pembelian Salam Bank

Umum,

Seiain peraturan perondangan tersebut diatas, Bank Indonesia dalam
menjalankan fungsinya sebagal pengawas dari bank-back menjalankan kegiatan
usahanye dan penerapan tala kelola perusahaam pada perbankan, mengeluarkan
peraturan pelgksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU Bl vaitu Peraturan

Bank Indosesia dan Surat Edaran Bank {ndonesia,
2.2, ARSITEKTUR PERBANKARN INDONESIA

Pada tahun 2001, Basel Committce, yaug mer&pakan suatu komie dalam
Bank for International Settlement (BIS) mengeluarkan Basel Capital Accord
(Basel 11} yang akan menggantikan Basel 1 dan diharapkan dapat diterapkan pada
akhir 2006, Hasel Ht yang merupakan konsep permodalan baru bertujuan
meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keugngan, deagan menitikberatkan
pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process
dan market dicipline vang disusan dalam 3 pilar™ vaitu Pilar 1 Minimum Capital
Requirement; Pilar 2 Supervisory Process Review; dan Pilar 3 Market Disiplia,
Manfaat yang akan didapat dalam Basel 1 adalah penghematan modal bank dalam
menutup risiko vang diambilnya selain itu juga Basel 11 merapakan standar yang
diakui secara miernasional sebingga apabila suatu bank menggunakan standar ini
maka dapat diterima oleh pasar internasional bila beroperasi secara global, namun

Basel 1 mermiliki kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan,

* Zulkarnain Sirompul. Op.Cit, hat 18,
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di Amerika Serikat, misainya baru mewajibkan penerapan Basel terhadap

berberapa bank saja®®,

Di Indonesia sendiri pada tahin 2004, Bank Indonesia dalam upaya untuk
menata industri perbankan agar scialu menjadi lebih baik yang kokoh dan
didukung dengan infrasiruktur yang kuat pada  tanggal 9 Januan 2004
mengeluarkan suaty rancangan (blueprint) atas kerangka dasar sistem perbankan
Indonesia; yang bersifat menyeluruh untuk memberikan arah, bentuk dan tatanan
industri perbankan untuk rentang 5 {ltma) sampai 10 {gepuloh) tabun mendatang
yaitu Arsitektur Perbankan (API} .

APT dalam perbankan nasional adalah scbuah istilah baru, dinana
sebelumnya beberapa istilab yang dikenal adalah blueprint perbankan, fandscape
perbankan, stratifikast perbankan atau pemetaan perbaskan. APT dibandingkan
dengan istilah-istilah tersebut memberikan pengertian dan nuansa vang lebib
lengkap dan menyeluruh mengenai tatanan perbankan nasional yang diinginkan
uintuk masa yang akan datang’’ Kedudukan AP! dalam industri pesbankan
Indonesia bukan sckedar rekomendasi kebijakan (policy reconmendationy bagi
perbankan agar fndustn perbankan bisa menghadapi era globalisasi perbankan.
namun pada dasarnya merupakan suatu pedoman kebijakan {(paficy directios) dari
perbankan yang menentukan bagaimana arah dan bentuk perbankan nasional

dimasa datang™.

APT merumuskan suatu haking architecwre yang tidak hanya diperlukan
indusiri perbankan saja melainkan juga sektor keuangan secarg keseluruhan uatuk
melihat gambaran atau peta perbankan di masa depan"g, yang menjadi arah
kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang dirumuskan dalam

API dengan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien

* Zvdksronin Sitompul, Op.Cit hat 19

7 Arsitekaur Perbankan Indonesia.Loc. Cit

" Hermasyah. Hokum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakania: Kencana Prenad:
Media Group, 2008), hal,

¥ Mulammad Faiz Aziz. Konsolidasi Perbankan: Onsi Yang Selsarasnva Ditcrapkan Dalam
Rangka Imniomentasi Sinple Prescrce Poliey, Centre for Finance Investmons and Seounities Law,
13 Agusips 2007 hup#cliscl blogspot con/Z20 70  artikal-ientang-single-presence-policy himi
dinkses 4 Jult 2009

* Hermansyah, Op, Cit, bat 179,
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guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu

mendorong pertumbuban ekonomi nasional. Untuk menunjang visi tersebut, maka

Bank lodonesia menctapkan sasaran yang ingin divatjudkan adalah:

(]
'

Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehal yang mamipu
memenuhi kebutuhan masyarakat dan  mendorong pembangunan
ekonomi nasional yang berkesinambungan; |
Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efekiif dan
mengacu pada standar internasional;

Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memilik: daya saing
yang tingg! seria memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko:
Menciptakan good corporate governcneg dalam rangka memperkuat
kondis] internal perbankan nasional;

Mewujudkan infrastruktur vang lengkap untuk mendukung terciptanya
industei perbankan yang sehat;

Mewuiudkan pemberdayaan dan  perlindungan  konsumen jasa

perbankan,

Yang unfuk pelaksanaan dalam mencapal visi sasaran iersebut

diruangkan dan didasarkan kepada enam Pilar AP vang saling terkait satu

sama lam yaitu:

b

Brd

L

Pilar Pertama, Struktur Perbankan yang Sehat;

Pilar Kedua, Sistem Pengaturan yang Efektif;

Pilar Ketiga, Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektf]
Pilar Keempat, Industnt Perbankan yang kuat,

Pilar Kelima, Infrastruktur Pendukung yasyg Mencukupi, dan;

Pilar Keenam, Perindungan Nasabah,

Keenam pilar APY rtersebut oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan

progran-program sebagat berikut:

i

Program penguatan  struktur  porbankan nasional yang  bertujuan

memperkuat permodalan bank emum (konvensional dan svaratah) dalam

#r arsickiur Perbankan Indouzsia, Loc Cil
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rangka memngkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko,
mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala
usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit
perbankan. Impelementasi program penguatan permodalan bank umum
tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Program peningkatan kusiitas pengaturan perbankan vaung bertujuan
untuk meningkatkan efektifitas pengaturan seiz memenuhi standar
pengaturan yang mengacu kepada infersrional best practices,

Program peningkatan fungsi pengawasan, vyang Dbertujuan  uniuk
meningkatkan independensi dan efetkrilitas pengawasan perbankan vang
dilzkakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapat dengan peningkatan
koordinasi dengan lembaga pengawas lain, seormanisasi  sekior
nerbankan di Bank Indonesia, penyempurnaan infrastrukior pendukung
pengawasan bank, penyempurnaae pengawasan berbasis risike, dan
peningkatan efekrifizas enforcement,

Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan
vang Dbertujpan meningkatkan good corporare  governance (GUG),
kualitas manajemen nisiko dan kemampuan operasicngl manajemen,
Program pengembangan infrastrukiur perbankan vang berfuguan untok
mengembangkan sarana pendokung operasional perbankan vang efekiif
sepert oredit bureaw dan pengembangan skim penjaminan kredit,
Prograra pemingkatan perlindungan easabah yang bertujuan untsk
memberdayakan nasabah  melalst  penctapan  standar  penyusunan
mekanisine pengaduan nasabal, pendirian fembaga mediasi independen,
peningkatan transparansi informasi produk perbaskasn dan edukasi bagi

masyarakat.

Berkantan dengan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa AP

mempunyai fungst sebagat acuan dan alat untuk melakukan perubahan dalam
industsi perbankan dalam rangka mencapai industri perbankan yang lebih baik
dimasa yvang akan datang baik dari segé peraturan/regulasi, struktur kelembagaan,
pengawasan, dan  pengelolaannya  yaitu  menciptakan indusiri  perbapkan

sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankaa yaitu perbankan yang sehat kuat
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dan efisien guma menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangks

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
2.3, KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN

Salah satu Pilar API yaitu Pilar Pertama adatah siruktur perbankan yang
sehat, yang untuk pelaksanaannya dilakukan Bank Indonesia melalur program
kegiatan penguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan memsperkuat
permodalan pada perbankan, Permodalan yang kuat dalant perbankan diperlukan
dalam rangka peningkatan kemampuar bank mengelola usaha meupun risiko,
mengembangkan teknologl informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna
mendukung peningkatan kapasitas pertumsbuhan  kredit perbankan, dimana
inplementasi program penguatan permodalan perbankan tersebut ditaksanakan
secara bertahap®'. Selsin itu juga babwa penguatan permodalan dalam kerangka
implementasi APl berdampak secara tidak langsung merapskan sarana bagi bank
untuk mengimplementasikan Basel I, sehingga apabila bank Indonesia dapat
menerapkan standar interngsional tentunya akan lebilh mudah untuk dapat diterima

secara internasional,

Penguatan permodalan perbankan dapat dilakukan baik dengan beberapa

cafa yaitu

[. penambahan modal bary balk dari pemesang saham lama mavpun

penanan madal bany;

i

merger dengan bank (beberapa bank) lan;

penerbitan saham baru (secondary offeting) di pasar modal.

L]

Berkaitan dengan program untuk memperkuat permodalan perbankan datam
pelaksanaan Pilar Pertama dari API yaitu pengualan permodatan bank dan juga
untuk menyerap potensi kerugian {ristko} yang dihadapt dan mengembangkan
infrastrukiur dalam rangka ekspansi usaha bank, Bank indonesia sebagai inisiator
menerbitkan  peraturan dan ketentuan dalam rangka menjalankan program

implempentast APl agar industri perbankan dapat melaksanakan kegiatan

¥ Arsitektur Perbankan lndonesia, Loc. Cit
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usahanya secara prudent, mengacu kepada standar internasional dan lebih

memperhatikan hak-hak nasabah

Penerbitan regulasi berkaitan dengan penguatan permodalan merupakan
program percepatan konsolidasi perbankan yang bersifat Zight handed direciive
approach’® yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang
" Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum (PBI 7/15/2005). Dalam PBI
7/15/2005 tersebut bank wajib untuk memenuhi Modal Inti sedikiinya sebesar
Rp.80.000.000.000 - (delapan puluh miliar ruptah) pada tanggal 31 Desember
2007 dan memenuhi Modal Inti sedikitnya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah} pada tanggal 31 Desember 2010, Latar belakang sebagaimana teriihat
dalam konsiderannya yaite dzlas rangka mencapal sistem perbankan vang sehat,
kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan serta mendorong
periumbuhan  perekonomian  nasional  vang  berkesinambungan, dibutubkan
keuangan perbankan yang kuat khususnva dan sisi permodalan, selain itu
penpuatan bank meropakan salah satu upava untuk memperkuat struktur
perbankan Indonesiz sesual dengan tujuan yang ditetapkan dalam APl serta
memperkuat permodalan yang diperlukan antara lain entuk menyerap potensi
kerugian (risike) yang dihadapi dan mengembangkan infrastrukiur dalam rangka
ekspansi usaha bank serta mengantisipa penerapan Basel Accord 11 diwakty vang

akan datang

Dalam membicarakan temang permodalan perbankan maka tidak dapai
dihindari dengan membicarakan pénanam modal dalam bank yang mernupakan
pemilik dari bank. Pada UUJ Perbankan, kepemilikan diajur dalam Pasal 22 Dari
ketentuan tersebui, maka dapat dikatakan bahwa bank tidak dapat didirikan atau
dimiliki oleh subyek hukum asing sendiri, tetapi apabila terdapal subyek hukum
asing akan mendirikan atap memiliki bank maka dapat didirikan secara kemitraan

dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

2 Arsitektur Perbankan Indenesia, bid.

*'Indonesia. UU No. 10 Tzhun 1998, Pasal 22: Ava{1) Bank Umam hanya dapat didicikan
olciy (a) Warga Negesn Indoncsia dan atag badan hokew Indonesta, atas (b} Warga Megam
indonesin dan atav badang hulown Indonesta deagan warga negant asing dun atan badan hukus
asing secarss kemitman; ayvar (2) Kewontuan mengemi persyaratan pendirian yang swaiib dipenuli
pilutic-pilnk schagatmans dimaksnd dalam avat { diselapkan oleh Bask hndonesia.

Universitas Indonesia

Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH Ul, 2009



34

Dalam hal ini, pada tahun-tabun awal pemulihan krais ekonomi ditahun
1999, sebelum adanya API vang diluncurkan oleh Bank Indonesta, Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun {999 (PP
29/1999) tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang bertujuan untuk juga
mencipiakan sistem perbankan yang sehat dan untuk memperkuvat permodalan
perbankan dengan memberikan kemungkinan lebih besar bagi masyarakat untuk

membeli saham bank™.

Dengan PP 2971999 terscbut, sebagaimana diatur dalaey Pasal 1 PP 26/1999,
Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkual permodalan membuka
kesempatan tidak saja kepada penanam modal dalam negeri (warga negara
Indonesia dan atau badan hukum Indonesia) peranam modal asing (warga negara
asing dan atau badan hukum asing) untuk dapat masuk dalam membangun
perbankan nasional, hal ini terfihat tidak saja dan bagian Penjelasan Umum PP
25/19992 yang menyebutkan antara lain bahwa sehubungan dengan diperlukannya
sistern perbankan vang sehat, efisien, tangguh dan mampun bersaing, untuk itu
perbankan  perlu  didorong  memperkuat  permodalannva,  baik  dengan
mengupayakan sumber dana dari dalam negerf dan dari luar negert. Pada Pasal 3
PP 29/1999 wyang mengatur tentang pemilikan ssbam  perbankan yang
memungkinkan penanam modal asing untuk dapat menguasai kepemilikan sauatu
bank sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen)” hal ini merubah
ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa asing tidak diperkenankan menfads

pemegang saham/pemilik mayoritas dari suatu bank™,

Regulasi tersebut mendorong liberabisasi kepemilikan perbankan swasta
nasional yang tercermin pada komposist pemilikan pada bank-bank nasional di
industri perbankan kemudian terdapat beberapa bank yang dimiliki oleh satu
pelaky usaha atau kelompok pelaku usaba yang merupakan penanam modal asing

seperii pesanam modal asing darl Singapurz yang menguasat saham Bank

* Indonesia. PP No. 29 Tainm 1999, .

* Toid, Pasal 3 Jumiah kepemilikan sabam Bank oleh Warga Negara Asing dan alau Badan
Hukow Asing vang diporoleh melalyi pembelian serarz langsuag maupun melalgt Bursa Eick
sebanya-banyaknya adalal $9% (scmbilan pulsh sembilan perseratus} dari jumilzh sabam Bank
yang bersangkutan.

¥ Rachmadi Usman, Op,Cic hal, 81
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Danamon, Bank NISP, Bank Interpasional Indonesia, penanam modal asing dart
Malaysia®' yang menguasal saham Bank Niaga, Bank Lippo (sekarang Bank
Niaga dan Bank Lippo telah melakukan merger menjadi Bank CIMB Niaga),

Bank Bumiputera.

Hal tersebut tidak dapat dibindar oleh Indonesia, karens merupakan salah
satu konsekuenst hukum dari divatifikasinya keanggotaan Indonesia dalam WTO
berikut perjanjlan-perjaniian multilateral dalam WTO antarz lain GATS {General
Agreement of Trade & Service) mengikat Indonesis untuk meoerapkannya di
dalam negeri dalam rangka hubungan perdagangan internasional antara negara-
negara anggota WTO, dimana salagh satu tujuan dari WTQO sdaiah untuk
meminimaikan hambatan masuk (emiry dorrier) arus perdagangan dan jasa ke
dalam satu Negara. Masukoya pemodal asing dalam perbankan Indonesia
merupakan implementasi darl salah satu prinsip dalam perdagangan dan jasa
intermational bagt anggota WTO vaitu Marional lreatnem, yaitu pengusaba asing
memiliki kesempatan dengan pengusaha domestik dalam berusaha disuatu negars,
kondisi tersebut tentunya harus disadare akan dapat membawa pengaruh darl luar
Indonesia terhadap kondisi ekonomi atau usaha di Indopesia, dalam hal ing
khususnya dunia perbankan. Pengaruh rersebut dapat terjacdi karena pemilik suatu
bank yang merupakan warga negarz asing dan/aizs badan hukum asimg yang
menjadi pemegang sabam mayoritas tentunya memiliki latar belakang kondist di
negara asalnya, termasuk sistem hukum Indonesis vang berbeda dengan sistem
hukum negara asal penanam modal asing, sehingga dapai saja terjadi perbedaan
pandang dalam pengelolaan bank karena latar belakang sistem hukum dari

penanam modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia yang berkaca kepada
pengalaman krisis ekonomi 1997, dimana kooadisi perbankan nasional terpuruk
yang salah satu sebabnya adalah pengawasan yang lemah batk internal maupun
eksternal dalam struktur perbankan Indonesis, maka sebagai implementasi dari
Pilar Ketiga berapa Peningkatan Fungsi Pengawasan diwujudkan dengan

pengaturan peningkatan fungst pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan

¥ Joliannes Ibrahim, Op.Cit., Hal, 3
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independensi dan efekiifitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia  yang antara lain  dengan penyempurnaan regulasi mengenal
infrastruktur pendukung pengawasan bank dalam hal ini struktur kepemilikan

puda perbankan,

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untok mewanudkan
perbankan Indonesia yang sehat dan kuat, yang diharapkan akan terjadi
pengingkat economtic ¢f scale dari bank-bank di Indonesia. Peleksanaan
konsolidasi di bidang perbankan dilakukan melalui penataan kembali struktur
kepemilikan perbankan, yaitu antara lain dengan regulasi perbankan teleh
dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI2006 yang mengatur
tentang kebijakan mengenal Kepemilikan Tungsa! pada Perbarkan Indonesiz atau

fuga dikenal dengan sebutan “Single Presence Policy” (PBI SPP),
2.3.1. Pokok-Pokok PBI SPP

Beberapa hal pokok yang distur dalam PBI SPP vaitu antara lain
sebagai bectkut;

2.3.1, LKzbijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia fersebut
merupakan salah satu bemiuk konsolidasi perbankan vang bertujuan
untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan

kusl,

Langkah-langkah konsolidasi perbackan tersebut dilakukan antara
lain melaloi penataass kembali strukbsr kepemilikan pada perbankan
Indonesia, khususnya melalut penerapan kebijakan kepemilikan

tunggal

2.3.1.2 Kepemiiikan tungga! adalah ketentuan yang mengatur bahwa suafu
badan hukum, perorangan atau kefompok usaha hanya dapat menjadi
pemegang saham pengendall hanya pada 1 (satu) Bank {Pasal 1).
Pengertian mengenai pemegang saham pengendali dalam PRI SPP
{Pasal 1 ayat 3} ini adalah badan hukum dan atau perseorangan atay

kelompok usaha vang
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2.3.1.3 Ketentuzn
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memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima
persen) atau letsth dart jumlah saham yang dikeiuarkan
Bank dan mempunyai hak suara;

memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima
persendari jumiah saham yang dikeluarkan Bank dan
mempunyal hak suara namun dapat dibuktikan felsh
melakukan pengendalian Bank baik secara langsung
maupun tdak langsung.

mengenal  pemegang  saham  pengendali  tersebut

dikecualikan bagt (Pasal 2}

2.3.1.3.1.

23.1.3.2

2.3.1.3.3.

Pemegang sabam pengendall pada 2 {dua) bank yang
kegiatan wusshanya dilakukan dengan prinsip yang
berheda {(konvensional dan syariah).

Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) Bank yang
salab satunya adalah Bank Campuran (Joint Venture
Bank}.

Bank Holding Company yang didirtkan berdasarkan PBl
SPP tersebut,

2.3 1.4Bank Indonesta memberikan alterpatif yang diberitkan apabila

ternyata setelah diberlakukannya PBI SPP, ternvata pemegang sgham

pengendall termasuk dalam katsgor vyang tidak diperbolehkan

sebagatmang diatuy dalam PBI SPP {(Pasal 3 ayar (13}

23140

2.3.1.4.2

pengalihan sebagian atau seluruh Kepemilikan sghamnya
pada salah sate atau lghih Bank yang dikendalikannya
kepada pihak lain sehingga yang bersangiuisn hanya
menjadi pemegang saham pengendali pada 1 {satu) Bank
5aj4.

melakukan merger atau konsolidasi stas Bank-bank yang
dikendaltkannva dengan berdasarkan ketentuan yang

mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisist Bank.
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23,143 menunjuk salah satu Bank vang dikendalikan olch
pemegang sabam pengendali sebagust Bank Holding
Company.
2.3.1.3.3ika terjadi kondisi pemegang sasham pengendali pada suatu bank
melgkokan pembelian seham bank lain dan mengakibatkan vang
bersangkutan menjadi pemepang sabam pada lebih darl satu Bank
{sebagaimana pasal 1}, maka pemegang saham tersebut berkewajiban
untuk melakukan merger atau konsolidasi (Pasal 3 ayat (2}
2.3.1.6Proses pembentukan Bank Holding Company (BHC)  dan
pengalihan saham dari pemegang saham pengendali kepads BHC
dikepualikan™ dari ketentuan mengenal akuisisi bank umum dan
pembelian ssham bank umum. BHT merupakan badan usaha dalam
hentuk perseroan terbatas serta dilarang melakukan kegiatan asaha
perbankan selain menjadi pemegang saham Bank (Pasal 4 dan Pasal
51
2.3.1.7 Penyesuaian struktur pemegang saham pengendali wajib dilakukan
dalam waktu paling lambat pada akhir bulan Desember 2016 {(Pasal
7.

"Dari keterntuan tentang Kepemilikan ’i’z:mggal Perbasnkan dalam P8I SPP,
Bank Indonesia memberikan beberapa alternatiffopst yang dapat dilakukan oleh
PSP dajam implementasi regulasi tersebut vaitw. (1) Pengalihan sebagian atau
seluruh kepemilikkan sabam (divestasi} PSP pada salah satu atau febih bank yang
dikendalikan schingea vang bersanglaitan hanya menjadi pemegang saham
pengendall pada t bank; (2) melakukan penggabungan (merger} atau kKonsolidast
atas bank-bank yang dikendalikan; dan {3) membentuk Perusahaan Induk di

Bidang Perbankan, atau dalam PBI SPP disebat Bank Holding Company (BHC}.

* Bunk Indonesta, Peraluran Bank fndonesia Kependlikan Tunggal Pada Perbankan Indenesis.
PRI No_ 8/16/PBI200 onanggal 3 Okeober 2006, Lembaran Negara Repablik Tudonesia Tabue
208 Nomor 73. Pasal 4 avat (1) Dalam hal Pencpang Safmuy Pengendali mewmilih untak
membenisk Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalans Pasal 3 ayat (1) huref ¢ maka
rencang peiaksanmn pembenhskan Bank Holding Company dan pengalilian sadany dari Pernsegang
Saham Pengendali kepada Bank Holding Company waiib disampaikan kepada Bank Indenesis
deangan  melampirkan  dokmmen-dokumen  peadukung, ayat 3 Proses pengaiiban saliam
sehapaimana dimaksud pada avat (1) dikecualikan dari ketentuan yang mengalur tentang Akuisisi
Hank Umumn daa Penbielian Bank Umon
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Dari ketiga opsi tersebut dari sisi kepemilikan, maka untuk opsi pertama vaitu
berupa pongalihan sebazian atau seluruh kepemililan saham {divestasi) akan
menyebabkan PSP kehilangan pengendalian atas salah satu atau lebih dan bank-
bank vang 1adinya dibawah pengendalian PSP, sedangkan untuk opsi kedua dan
opsi ketipa PSP tidak kehilangan pengendalian atas bank-bank yang dimilikioya.
Melihat konsckuanesi dard opsi dalam PBl SPP tersehut .maka piliban vang
mungkin akan banvak dipilib oleh PSP dalam implemencast PBI SPP adalals opst
kedua berupa merger atau konsolidast atas bank-bank yang dikendalikan atav opsi

ketiga yaitu membenink BHC sebagai perusahaan induk pada bank.
2.3.2. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

Beherapa peratwran perundangan  di  Indonesia  tidak  semuanya
menggunakan istilah merger dan konsolidasy, ada vang menggunakan istifah
pengrabungan dan peleburan, antara lam (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 (PP 27/1998) menyebut dengan istilah penggabungan dan
peleburan’; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tehun 1999 (PP 28/1999)
menyebut dengan istilah merger dan konsolidasi®™, (3} UUPT menggunakan

istilah pengmabungan dan peleburan®. Selain aturan terschut tentunya bagi

* Indonesia, Permiuran Pemerntih Republik Indonesia Penggabungan, Pclebursn dan
Pengambilalihan Perscroan Terbatas. PP Wo. 27 Tahun 1998, Lembaran MNegam Republik
[ndonesia Trlun 1998 Nomor 40, . Pasal 1 avat (13 Pengzabengan adahh pecbiaas hokom wing
dilakukan oleh saty perseroan Maw lebily uniuk menggabungkan din dengan perseroan lain vang
telal ada dan selsniuting peeseroan vang mgnggabungkan din meniadi babar: ayat (2) Pelebomn
adalab perbuatan Gekwm vang dilakukan oloh dus persercan alzu lehih untek meleburkan dir
dengan cara mesbeniuk saiu perseroan baru dan jumsing-masing perseroan vang meleburkan dird
mieniadi bubar.

* tndonesia. Porotoram Pomerintal Republik [ndonesia Merger, Kosolidasi dan Akuisisi Bank.
PP No. 28 Talnin 199%. Lombaran Megara Republik Indoncsia tahun 1999 Nomeor 61 tentang.
Pasal 1 ayat {2} Merger adalah penggabungan dua atau lebih, dengan cirs etap nmicmperialianksn
berdirinva salab sato Bank dan membubarkan Bank-bank lainnys tanpa melikuidasi rerdebib
dalinlw: avat {3} Konsolidasi adalsls poaggsbunpsn dar dua bauk atsu febil dengan
mendirtkan Bank bare dun membaborkan Banib-baak tersehot fanpn michikuidast terlebih dabuly

“ Indonesis. Undang-Undang Republik Indonesia Perseroan Terbate, UU No. 40 Tahan 2007,
fembaran Nepars Republik Indongsia Tabwn 2007 Nomer 196, Tambahan Lembaran Negam
Republik indoacsis Nomor 4736, Pusal | aynt {¥) Penggebungan adainh porbualanhkon vang
dilakukam slel soaly Perseroan atan iebilh untok menggabungkan diri dongan Persercan iain vang
telah ada vang mengakitnikan aktiva dan pasiva dari Perscroan yang menggabungkan dir beralil
karena hukum kepada Perscroan yang menerima penggabungan dan selasjuinys status badan
hukum Persernan vang menggabungkan dirt berakhir karcna luskumy, ayal {10} Peleburan adalah
perbuaran bukum sang ditakukan olehy dua Perseroan atau kobily untuk melcburkan din dongan cam
mendirikan sale perseroan bars vang karena hukoem memperoieh akiiva dan pasiva dari Perseroan
vang meleburkan 4 dan status badao hukum Poscroan meleburkan dint berkabir kareng lwdom
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perseroan terbatas yang telah berstatus terbuka (go publik), peraturan mengenai
merger dan konsolidasi jugs tunduk kepada aturan yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Dari ketentuan tersebul maka uniuk perbankan, istilah meger dipahami juga
sebagai perggabungan yaitu dimana dea bank atau ichih menggabungkan diri
kepada salab satu bank yang menjadi bank yang menerima penggabungan dan
tetap ada, sementara bank lainnya yang menggabungkan diri menjadi berakhir
atau melebur kedalam bank yang menerima penggabungan sebagai contoh Bank
Danamon yang merupakan hasil merzer/penggabungan, sedangkan konsolidasi
dipabami juga sebagal penggabungan adalah penggabungan dari beberapa bank
vang bergabung kedalam baok vang didirikan untuk menerima penggabungan dari
bank-bank  tersebut, sebagat contoh Bank Mandisi  yang  merupaken
penggabungan/peleburan dari Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang
Negara dan Bapindo.

2.3.3. Bank Holding Company

Dari opsi ketiga dalam PB1 SPP, terdapat hal yang baru di industr
perbankan yaitu meagenai Perusghaan Induk di Bidang Perbankan atau BHC yang
merupakan suatn istilab hukum baru dalam industri perbackan di Indonesia,
karena BHC berdasarkan PRI harus berbentuk perseroan terbatas maka sebagal
konsckueasi hukum BHC tunduk pada ketentuan tindang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Darni istilah “Bank Holding
Company” atau Perusahaan Induk di Bidang Perbankan tidak diatur baik dalam
UU PT maupun UL Perbaskan. Dalam Ul Perbankan bentuk bank hanya 2
bentuk vaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat®.

aval {11} Pengambilddifan sdalali perbuaies hukun yang dilakekan oleh badus bukan san
perscorangas  onfak  mengaubil atilh ssham  Porseroan  vang  mengakibatkan  beraiihmya
pengendalian atus Perseroan lersebut. )
“{ndoncsia, UL Ne 10 Tahun 1998, Op Cit. Pasal 1 ayat {2} Bank adalah badan usalu yang
menghimpun dana dost masvaeakal dalam bosduk simpangn dan menvalurkannve  kepada
masyarakat datam benluk keedif don atau bonluk-bontuk lalonva dalam raagka meninghkatkan el
lidup rakyat banyak: ayat (3) Bank Umum adalah bank yvang melaksanakan kegialan usaha socaem
konvensional dan sten berdasarken Prinslp Syariah vang dalem Kegiatamivs momberikan jase
dabmn fnlu linas posdavaran svat (3) Baek Perkredilan Rafovad adalal bank vang melaksanakan
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Dalam Black’s Law Dictionary® adalah “Holding Company - A company
Jormed to control other companies, usu. confining its role to owning stock and
supevising management”, selanjutnya The Free Dicticnary® mendefinisikan
“bank holding company — a holding company owning or controlling one or more
banks”. Di Amerika istilah BHC telah dikenal dengan adanya Bank Holding
Company Act, 1956%, dimana definisi BHC dulam Bank Holding Company Act
adalah suatu perusahaan yang memiliki pengendalian atas bark atau atas
perusahaan yang merupakan atau menjadi bank holding company berdasarkan
undang-undang tersebut®®. Dari Bank Holding Company Act tersebut, maka sejak
tahun 1956, di Amerika telah mengatur tentang perusahaan induk yang
merupakan pemegang saham pengendali dari bank-bank yang merupakan anak

perusahaan.

Dari beberapa definisi tersebut maka pengertian dari BHC secara substansi
juga mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu bank atau suatu perusahaan
yang mengkonsolidasi dan mengendalikan secara langsung aktivitas bank-bank
(anak perusahaan) yang dimiliki oleh suatu bank holding company. Berdasarkan
PBI SPP, BHC juga diatur demikian yaitu dapat berupa badan hukum baru bukan
bank yang akan bertindak sebagai BHC, atau; salah satu bank yang diniliki
pemegang saham pehgendaii yang ditunjuk menjadi BHC. BHC dalam dunia
perbankan wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan
kevangan dari bank-bank yang menjadi anak perusahaannya, sehingga dengan
demikian BHC memiliki pengaruh pengendalian yang cukup ke dalam bank-bank

anak perusa haannyam.

kegiatan usaha secara konvensional dan alau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegialannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

#Black's Law Dictionary, Op.Cit. hal. 298

“The Free Dictionary. hitp:/Awwiw.thefreedictionary com/bank-+holding+comnpany diakses 4 Juli
2009

“*Amerika Serikal, Bank Holding Company Act 1956. Federal Deposil Insurance Corporation.
hup:vwav fdic. gov/regulations/laws/mles/6000-200.hunl. diakses 4 Juli 2009, “Be ir eracted by
the Senate and House of Representatives of the United States of America ini Congress assembled,
That this Act may be cited as the "Bank Holding Company dct 1956

% Ibid. Section 2 (a) (1} Except as provided in paragraph (5) of this subsection, “bank holding
companv” means any company which has control over any bank or over anv company that is or
becomes a bank holding company by virtue of this act,

“ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indoncsia tertanggal 12 Descmber 2007 Nomor
9/32/DPNP. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indoncsia.
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Perubshan kepemilikan bank yang tefadi dengan melslut alternatil
pembentukan BHC dalam pelakganaan pengalihan saham {akuisisi} kepemilikan
saham dart PSP kepada BHC sebagaimana diurarkan dimuka, dikecuahkan dari
peratu.an perundangan yang tentang merger, konsolidas: dan akuisist perbankan,
sementara UU  Perbankan mengatur bahwa  ketentuan mengenal  merger,
konsolidasi dan akuisisi distur dalam peraturan pemerintah®, sebagaimana telah
tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (PP 28/1999}. Dalam
penjelasan PBI SPP tersebut tidak terdapat penjelasan mengenal peraturan
perundangan yang digunakan sebagat dasar hukum oleh PSP untuk melakukan
pengalian kepemilikan saban-saham bank-bank yang dikendalikannya kepada
BHC. Sampai saat ioi belum ada contob dari pembentukan suate BHC sebagai
alternatif pelaksasan penyesuaian aturae meogenai kepemilikan tungaal pada

perbankan Indonegsia berdasarkan PBI SPP.

Untuk saat ini terdapat pada bank pemerintah terdapat back-bank dengan
pemegang saham pengendall yang sama yaitu bank-bank pelat merah (Bank
Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara
Indonesia), kondisi tersebut pada awal dikeluarkannya PBI SPP  elah
menimbulkan polemik™, dimana dari Kementrian Negsra Badan Usaha Milik
Megara mengajukan permintaan pengunduran batas wakiu penvAmpaln rencana
bisnis bank-bank milik Negara'®, sehingga dapat terjadi kemungkinan tengat
waktu pelaksanaan implementasi kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan

menjad: mundur,

(‘&In;i'am?zia? UU No. 10 Tahun 1998, Loe.Cit. pasal 28 ayar {2) Ketentuan mengensi smerger,
k{}gf;ﬁﬁ%:dam dan akosisi diterapkan dengan Perstuman Pemerintah,
Doko Reinadl Single Presence Policy and The MNational Banking Mayp, (Economic Roview,
No; 2035 2006 hal. 1
" Kepemilikan Tunggal Perbankan Bakal Melor,
Mipfwww.cbcindoncsia comfberia/2007/11/5924 8 Desembar 2008
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BAB 3

ASPEK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT BERKAITAN DENGAN MERGER, KONSOLIDASI DAN

3.1

AKUSISI BANK
HUKUM PERSAINGAN USAHA

Salah satu esensi penting bagi terselengwaranya pasar bebas adalah
persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumer. Dapat
dipahani bahwa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oieh

satu atan dua alau beberapa pelaku usaha saja {monopoli den oligopoli}

Dalam pasar yang haoya dikuasat oleh sepumlah pelaku usaha akas
membuka  peluang untuk  menghindari  atauw  mematikan bekerjanya
mekanisme pasar sehingga pelaku usaha yang sedikit dapat mencakup
daergh pemasaran yang luas, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang
dan jasa. Banyaknya hal-hal vang hanus diatur dalam pasar antara lain {1}
Barang yang diperjualbelikan; (2) Jumlah penjual dan pembeli yang banyak;
(3) Hambatan bagi seiap perjual untuk masok atau keluar dari pasar, dan (4}
Penjual dan pembeli mengetahul informasi secara sempurna, diperlukan
partisipasi hukum agar dapat mencapai idealisme pasar agar tidak merugikan
bagi pelaku usaha, memberikan tempat yang ideal bagi pembeli dan menjaga

keseimbangan antara kepentingan privat dan publik”

Dewasa ini sudah lebih dart 80 negara di dunia yang telah memiliks
Undang-Undang Persaingan Usaha dan anti Monopoli’. Langkah negara-
niegara tesebut mempanyvai tujuan untuk meletakan dasar bagi suatu aturan
hukum votuk melekukan regulasi guna menciptakan tklim persaingan usala
yang sehat. Indonesia juga termasuk negarz yang saat ini sudah memiliki
undang-undang persaingan usaha dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
Anti Monopoli},

** Syi Redjeki Hanono, Op Cir., hal. 141.
= Johny brahing, Hokam Porspinon Ussha, Op.Ci, hat, i,
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UU Anti Monopoli Indonesia tersebut lshir pada masa reformast
setelah tedadi krisis ekonomi di Indonesia, dari pengelasan UU Ant
Mornopoli tersebut maka latar belakang dikeluarkannys undang-undang
tersebut adalab untuk menciptakan demokrasi dalam bidang ekonomi yang
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negars  untuk
berpartisipasi di dalam proses produk dan pemasaran barang dan atau jasa,
dalam iklim vsaha yvang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapatl mederong
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan jnga
agar setiap orang vyang berusaha di Indonesia berada dalam situasi
persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan ekonony pada pelaku usaha terfentu, serta dengan tetap
memperhatikas  pelaksanaan  kesepakatan  yang  hares  dilaksanakan

Pemerintah Indonesta terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Sistem ekonomt pasar berarti memberikan kesempatan berusaha bag)
setiap pelaku usaba batk pelaky usaha dalam negeri maupun pelaku usaba
asing dan proteksi-proteks: dari pemenntah tidak dikenal lagi bahwe peran
pemerintab sebagai pelaku usaha perlahan dihilangkan™. Di indonesia
ckonomi pasar yang dikembangkan bukanlah dalam arti sebebas-bebasnya,
tetapi terikat kepada peraturan perundang-undangan yang bertaku dalam hal

1 adalah hukum persaingan usaha yang diatur datam UU Anti Mosopoli.
3.2, SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG NO. S TAHUN 12599,

Dari sistematika UU  Antt Monopoli tersebut, maka terlihat adanva
pembatasan yang diatur dalam persaingan usaha (Peganjian yang dilarang,

Kegiatan yang dilarang dan Posisi Dominan vang dilarang) yaitu sebagai berikut

t. Perjanjian yang dilarang, vang secara vnum memiliki pengertsian
sebagai suaiu penstiwa dimana dua orang ateu lebih saling berjanjian
untuk melakukan svatu bal. Jems-jenis dari perjanjian yang dilarang

adalah meliputi;

> Hermansyaly, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indongsia, (Kencana Prenada Group, Jakana,
Tahun 2008). lal. 17
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1.1, Oligopoli
Pengertian olipopoli dalam Black’s Law Dictionary” mengatakan:

“cantrol or domination of a markef by a fow large sellers, ereating

high prices and low putput similar 1o those found in a monopoly”.

Ofigopolt menurut UlJ Anti Monopoli  adalal  sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 4 ayat 1| vang berbunyi: Pelaku asaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaba [lain untuk
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa vang dapat mengakibatkan
tegadinya prakiek monopolt dan atau persaingan usaha nidak
sehat;, dan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyl : Pelaku Usaha patut
diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasasn
produks] dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau
kelompek pelaku usaha menguasai lebih dari 75% panzsa pasar

satu jenis barang atau jasa terfentu
1.Z2. Penetapan Harga yang terdin dan:

1.2, 1. Penetapan Harga (price fixing), dimana menurut Black’s
Law Dictionary dikatakan “e combination forined for the
perpose of aud with the effect of raising, depressing, fixing,
pegging, or stabilizing the price of a commodin®,
sedangakan penetspan harga menurut UU Anti Monopoli
schagaimang pasal 5 ayat (1) adalah: Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaba pesaingnya untuk
menetapkan harga alas sualu barang dan atau jasa yang
harus dibayar oleb konsumen atau pelanggan pada pasar
bersangkutan yang sama, avat{(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1} tidak berlakn bagl {2} suatu

perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau (b)

™ Black's Law Dictionary, Op.Cit. lnl 1 120
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suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang

berlaku.

1.2.2. Diskriminasi harga (price discrimination) sebagaimana
dimaksud dalam UU Anti Monopoli pasal 6: Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli
yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari
harga y'ang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang

dan atau jasa yang sama.

1.2.3. Penetapan harga dibawah harga pasar (predaiory pricinng)
sebagaimana dimaksud dalam UU Aatt Monopoli pasal 7:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga
pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat.

1.2.4. Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam UU Anti Monopeli Pasal 7: Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa
tidak akan menjual atau memasck kembali barang dan atau
jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari
pada harga yang telah diperjanjian sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

1.3. Pembagian Wilayah, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku
usaha uniuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar
terhadap barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 8

UU Anti Monopoli.

1.4. Pemboikotan, berasal dari kala boikot yang dalam bahasa Inggris
disebut “hoycont”. Berdasarkan Black’s Law Dictionary?5 boikot

adalah “concerted refusal to do business with particular person or

" Black s Law Dictionary. Op.Cit. hal. 198
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business in order 1o obtain concessions or to express displeasure
with ceriain acts or practices of person or business”, Pada UU
Anti Monopoli yang dimaksud dengan pemboikotan sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian, dengan pelakn usaha pesamgnya vyang dapat
menghalangl pelaku usaha lain untuk melakukan vsaha vang sama,
batk untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
Pasal 10 ayat{2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
p&lakﬁ usaha pesaingnya, uniuk menjual setiap barang dan atau
jasa darl pelaku usaha lain sehingea perbuatan tersebut; {3}
merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku sauzh lain,
atau {ii} membatasi peiaku usaha lain dalae menjual atag membeli

setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan,

1.5, Kartel, menurut Biack’s Law Z}%cti{mary%, kartel adalah “4
combinarion of producers of anuy proeduct joined together fo
conlgrof ist production, sate and price, se as to obiain @ monopoly
and restrict comptition  in any particnlar industry or commndity.
Such exist primarily it Furope, being restricted in Urifed States by
anritrust fows. Also, an association by agreement of compaties or
seetions of companies kaving common itterest, designed fo prevent
extreme of unfair competition an allocate markeis, o promoiz the
imerchonge of knowledge resulting from scieniific and rechnical
reseqrch, exchange of palemt rights, end siwderizotion of
product”. Berdasarkan UU Anti Monopoli Pasal 11 disebutkan
Kartel yang dilarang adalah Pelaku Usaba dilarang membuat
perjanyan, dengan pelaku usaha pesaingnya, vang bermaksud
untuk mempengarubi harga dengan mengalur produkst dan atau
pemasaran sualu barang dan atau jass, vang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan alu persamgan usaha tidak sehat

" Black’s Lavw Diclionary. Op.Cit. Ial, 227
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Trust, adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan
memuentuk gabungan perusahaan atau perusahaan atsu persercan
yang lebth besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan
kelangsungan hidup masing-masing perusshaan atau perseroan
anggotanya, yang bortjuan unfuk mengontrol produkst dan ateu
pemasaran atas barang dan atau jasa’. Pada UU Anii Monopoli
Pasal 12 trust diatur sebagai berikut: Pelaku uszha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan
kerjasama  dengan membentuk gabungan perusshaan  atau
perseroan  yang lebih  besar, dengan tetap menjaga  dan
mempertabankan kelangsung hidup masing-masing  perusahaan
atau perscroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol
produkst dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaba tidak sehat.

Oligopsoni, adalzh  perjanjlan  yang bertujuan unfuk  secara
bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar
dapat mengendalikan harsa atas barang dan atau jasa dalam pasar
vang bersangkutan se§zgaimaaa ditentukan dalam Pasal 13 UU

Anti Monopoh,

Integrasi Vertika! {vertical inlegration). dalam Black’s Law
Dictionary diartikan scbagai “Combination of two or more
business on different levels of operation such as manufacturing,
wholesaling and retasiling the same product”. Dari sudut pandang
perusahaan inlegrasi vertikal memberikan manfaat karena dapat
memungkinkan perusahaan bersangkutan untuk mengurangi biaya
produkst dan distribusinya dengan cara mengintegrasikan kegiatan-
kegiatan yang berurutan, atau karema integrasi adalab penting
untuk  menjamin  peoyedizan  masukan dan  saluran-saluran

distribusi yang dapmt dipercaya untuk memperishankan daya

* Hermunsyah,

Pokok-Pokok Persaineas Usaha df Indonesia. Op.Cit. hal. 34
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saing”". Totegrasi vertikal ini adalah perjanjian antara para pelaku
usaha yang bertujuan untuk menguasa produksi sejumlah produk
vang termasuk dalam rangkaian produksi barang cdan atau jasa
terfenty  yang setiap rangkaian produksi  merupakan  hasil
pengzolahan atau proses lanjutanm baik dalam satu rangkaian
langgung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal

14 UU Antt Monopaoli,

1.9. Perjanjian Tertutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Anti
Monopoll, ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak
vang menerima barang dan atau jasz hanya akan memasok atau
tidak memasok kembali baran dan atau jasa tersebut kepada pihak
tertentu dan atau pada tempat terientu; ayat (2) Pelaku usaha
dilarang membuat perjaniian dengan pihek lain vang memuat
persyaratan bahwg pthak vang menerima baranyg dan atau jasa
tertenfu harus berseda membeli barang dan ataus jasa lain dari
pelaku usaha pemasok; ayat (3) Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjlan mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang
dan afau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha vang
menerima barang dan atau jasa dan pelaku usaha pemasok: (i)
harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pewasok; atau (1} tidak akan membeli barang dan atau jasa vang
sama atau sejenis dari pelaku usaha {ain yang menjadi pesaing dari

pelaku pemasck.

1.10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negert, adala perjanjian yang
memuat keteniuan yang dapat mengakibaikan terjadinya praktek
monopceh dan atau persaingan usaha yaug tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 UU Anti Monopoll yaitu: Pelaku Usaha
dgilarang membuat perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,

** Hermsansyah Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia, Op.Cit., hal. 36.
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2. Kegiatan vang dilarang, dalam UU Asti Monopoli tidak diternukan
pengertian mengenal “kegiatan” namun ketentwan dalam UL Anti
Monopeli dapat dirumuskan bahwa “kegiatan™ adalah suatu aktifitas
yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaba yang beckaitan dengan
proses dalam menjalankan kegiatan usahannya, adapun jenis-jenis dari

kegiatan yang dilarang dalam UU Antt Monopol: adalab meliputi;

2.1 Monopoli, adalal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Anh
Monopoli vaitu: ayat {1} Pelaku Usaba dilarang melakukan
penguasaan atas produkst dan atau pemasaran barang dan atan jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat; ayat (2) Pelaku usaha patus diduga atan
dianggap melakoan pengusaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa schagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
{1} barang dan atau fasa yang bersangkutan belum ada substitusinys,
atau {i} mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa vang sama; atan (iii)
satu pelaku usaha atau salo kelompok pelaku usaba menguasat lebih

dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,

2.2 Monopson:, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Anti Monopoli,
yvang pada prinsipnya adalah moaguasal penerimaan pasoian atau
menjadi pembeli tungeal atas baran dan atau jasa dalam pasar yang

bersangkutan.

2 3.Pengzuasaan Pasar, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU
Anti Monopoli, dimana kegiatan tersebut dilarang karena dapat
mengakibatkan ferjadinya prakiek monopoli dan atau persaingan

usaha {idak sehat.

2.4 Persekongkolan, dalam LU Anti Monopoli Pasal 22 diatw bahwa
pelaku wvsaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau mencatukan pemenang tender schingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaimgan usaha tidak schat. Selamutnya
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dalam Pasal 23, diatur bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mendapatkan inforeasi kegratan usaha
pesaingnya  vang  diklasifikasikan  sebuagal rahasia perusahaan
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persamgan usaha tidak
sehat, dan terakhir sebagaimana diatr dalam Pasal 24, pelaku usaha
dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat
produksi dan atau pemasaran barang dan stu jasa pelsku ussha
pesamgnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang
.diiawafkan atau dipasok pasar bersangkutan menjadi kurang baik.
‘Dari ketentuan tentang persekongkolan terdapat tiga hal yang
berkaitan dengan persekongkolan yaitu tender, informasi atav rabasia

perusahaan dan upaya menghambat produkst.

3. Posisi Dominan, dalam Pasal 1 ayat 4 UU Anti Monopoli, adalab
keadaan dimana pelaku vsaha tidak mempunyai pesain yang berarti di
pasar yang bersangkutan dalam kattannya dengan pangsa pasar yang
dikuasai atay pelaku usaha ~mempunya: posist tertinggi di antara
pesamgnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan
keuangan kemampuan akses pada pasokan aleu penjualan serta
kemampuan umuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang-
barang terteniu. Adapun bentuk-bemuk pesist dominan dalams UU Anti
Monopoli adalah™ -

3.1.Posisi dominan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal
25, ayat {1} Pelaku usaha ditarang menggunakan posisi dominan baik
secara langsung maupun tdak langsung untuk: (i} menectapkan
syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegal dan atan
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
bersaing, baik dar{ segi harga maupun kualitas; atan (1} membatasi
pasar dan pengembangan teknologi; atau (i) menghambat pelaku
usaha lain berpotensi tenjadi pesaing uniuk memasuki pasar

bersangkutan, Selanjuinya ayat (2) Pelaku usala memiliki posisi

* Hermansyah Pokok-Fokok Persaingan Usaha di Indonesia. Op.Cit. hal. 44.
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dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: (i) satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasi 50% atau Jebih
pangsa pasar satu jeais barang atau jasa tertentu; atau {i) dua atay
tiga usaha atau kelompok pelaku usalia menguasal 75% atau lebih

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3.2.Posist dominan karena jabatan rangkap, diatur dalam Pasal 26 UU
Anti Monopoll yanu sescorang yang menduduki jabatan sebagai
direkst atau komisarts dari suatu perusahaan, pada wakiu bersamaan
dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan
lain, apabila perusabaan-perusahaan tersebut{i) berads dalam pasar
bersangkutan yang sams; atau (i) mensliki keterkaitan yang erat
dalam bidang dan alau jenis usaha, atau (iii} secara bersama dapat
menguasal pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat
mengakibatkan tegadinya prakiek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat.

3.3 Posisi donsinan karena kepemilikan saham mavoritas, diatur dalam
Pasal 27 UU Persaigan Usaha yaitu Pelaku usaba ditarang memifiki
saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis vang melakukan
kegiatan usaha dala bideng vang sama pada pasar bersangkutan yang
sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yvang memiliki kegintan
usaha yang sama pada pasar bersangkutang yang sama apabila
kepemitikan tersebut mengakibatkan: (i} satu pelaku usaha afau satu
kelompok pelalat usaha mengoasi 30% atau lebih pangsa pasar sati
jents barang atau jasa tertentu; {it) dua atau tiga usaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangss pasar sam jenis

barang atau jasa tertenty,

34Posisi  dominan  karena  penggabungan,  peleburan  dan

peagambilalinan, yang diatur dalam Pasal 28 UU Anu Monapoli:
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3.5 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang melskukan penggabungan atau
peleburan badan usaba yvang dapal mengakibatkan terjadinya praktek

monopok dan atau persaingan usaha tidak sehat

3.6,Ayat {2 Pelaku usaha dilarang melakukan pengambitatihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan

terjadinya prakick monopoli dan arau persaingan vsaha tidak sehat,

3.7.Ayat {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
peleburan badan usaha vang dilarang sebagaiana dinaksud dalam
ayat 1,dan ketentuan mengenat pengambilalihan sabam perusahaan
scbagaimana dongksud dalam ayat (2} distur dalam Peraturan

Pemerintah,

Selanjutnya berkaitan dengan  pengeabungan, peleburan dan
pengambilalihan diatur dalam Pasal 29 ayat {1) Penggabungan ateu
peleburan badan usaha alay pengambilalihan saliam sebagaimana
dimaksu dalam pasal 28 vang berakibat nilai aset dan atau nilal
perjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
Romisi, selambat-lambataya 30 han sejak ranggal penggabungan,
peleburan atau pengambilalihan tersebut; avat {2) Ketentuan'tentang
penetapan nifai aset dan atau nilai pesjualan serta tata cara
pemberitabuan schagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam

PFeraturan Pemerintah.

3.3, PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
BANK PADA UU ANTI MONOPOLL

Dalam praktek perssingan usszha vang tidak sehat secara umum terbagi
dalam tiga kelompok besar™, kelompok pertama berisi perjanjian-perjanjian atau
perbualan-perbuatan bersama antara peruszhan-perusahaan yang bersaing dalam
rangka mengurangi persaingan diantara mereka; kelompok kedua berasal dar

akuisisi dari satu posisi dominan dalam suatu pasar oleh satu perusahaan; dan

# Peter Muchiinski, Molinational Erterprises and_the Law. (Oxford UK: Blackwell Publishers
L, 1999 hal, 383
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kelompok ketiga perbuatan (oleh perusahaan) yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi. Merger dan akuisisi dilakukan oleh perusshaan dalam rangka ekspansi
operasional dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan lain menjadi
satu perusahaan baru hasil penggabungan, Suatu penggabungan perusabaan
(merger) dapai dilakukan secara horisontal antara perusshaan-perusahaan yang
saling bersaing pada tingkatan yang sama, atau secara horisontal misainya anfara
suaty perusahaan dengan perusshaan lain yang merupskan pemasoknya atau
perusahaan lain penyalur produknya’ . Hal inileh yang yang diatur dalam hukum
persaingan usaha untuk mescapai persaingan usaha yang sempurna pada UU Anti

Monopoli sebagaimana tersebut diatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Talwn 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) diatur menzenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan suatn

perseroan terbatas vaitu sebagai berikuls

3.3.1. Penggabungan, berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UUPT, adalah perbuatan
hukum  yang dilakukan oleh satu persercan atau igbih untuk
menggabungkan diri dengan perseroan fatn vang felah ada yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari peseroan yang menggabungkan
dirt beralih karena hukum kepada Perscroan yang menerima
penggabungan dan selanjutnys stalus badan hukum Perseroan yang

menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sebhagmimana dikemwkakan pada Bab H, di lndonesia istilah
penggabungan sering juga disebut dengan istiah merger. Kata merger
berasal dari bahasa Inggns vaiu merge vang berarti menggabungkan.
Dalam PP No, 28 Tahun 1999, istilah yang digunakan adalah merger,
sedangakan dalam PP No. 27 Tahun 1998 istilah yang digunakan adalah

penggabungan

_bJ
fd
Pt

. Peleburan, berdasarkan Pasal 1 avat 10 UUPT, adalah perbuatan hukum
vang dilakukan dua persercan atau lebih untuk meleburkan diri dengan

cara mendirikan safu perseroan baru yang karena hukum memperoleh

¥ fhid. ko). 386
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aktiva dan pasiva dari peseroan yang meleburkan diri dan status badan
hukum yang meieburkan diri berakhir karena hukum. Istilah peleburan
juga digunakan dalam PP No. 27 Tahun 1998, sementara dalam PP No,
28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 disebut Konsolidasi

3.3.3. Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UUPT, adalah perbuatan
hukam vang dilskukan olel badan hukum atau perorangan usmtuk
mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya
‘pengendalian atas perseroan tersebut. Demikian juga dengan PP No. 27
Tahun 1998 menggunakan istilah pengambilalihan, sedangkan dalam
PP 28 Tahun 1999 Pasal 1 avat 4, discbut akuisisi, yaitu
pengambilaiihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan
béralihnya pengendalian terhadap bank. Selanjutnya dslam PP 28
Tahun 1999 tersebut, pada pasal @ diatur bahwa peraliban pengendalian
karena akuisisi adalah apabila suatu badan hukum atav perorangan
menjadi pemegang saham lebih dari 25% dari saham yang telah

dikeluackan dan mempunyal hak suara.

Dalam kegiatan ekonom, pelaku usaha melakuksn usaha penggabungen
bertujuan .untuk; {a} memperbesac modal; (b) manyelamatkan kelangsungan
produkst; {c} mengamankan jalur distribuss; {d) memperbesar sinergi perusahaan;
dan (¢} mengurangi persaingan serta menuju pada monopolistik™. Sedangkan
dalany akuisis: terjadi dengan kondist perusahaan yang melakukan akuisisi adsaiah
pelaky usaha {perusahaan) yang memiliki modal kuat, mempunvai operasi bisis
yang luas, manajemen vang teralur dan terkelompolk dalam konglomerasi™, Dari
tupuan tersebut maka swatu perusahaan melakukan penggabungan antara lain
karena kondisi permodalan, kemudian untuk meningkatkan produksi, kebutuhan
penyaluran produksi, sementara disisi Iain akuisisi bertujuan untuk meningkatkan
atau memperluay operasi bisnis dan jalur pendistribusian vang lebih luas vang

terkelompok dalam suatu keloropok usaha vang besar,

Citra Aditys Baskd, 2006), hal 347
%3 Ihid, hal 332,
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Secara umum merger dan akuisisi sering dianggap sama, namun sgjatinya
kedua istilah iursebut memiliki perbedaan khususnya akibat hukum darf badan
hukom pihak-pihak dalam kedua peristwa tersebut, tidak seperii ruerger akuisisi
dapat digambarkan ketika suatu perusahasn mengambilalih saham dari perusahaan
fatn dan tidak terjadi pertukarzn sabam atau konsolidasi sebagai suatu perusahaan
baru masing-masing perusahaan tetap ada, sedangkan merger dapat digambarkan
dimana dua perusahaan setuju untuk bergaburg menjadi suatu perusahaan baru
dimana saham-saham perusshaan tersebut dijadikan satu sebagal sabam

perusahaan hasii merger™”.

Dalam  melakukan penggabungan, peleburan, pemgambilalihan dan
pemisabian, dalam UUPT pasal 126 ayat 1 mengatur bal-hal vang wajib
diperbaiikan oich perseroan yaitu: (1) perseroan, pemegang saham minoritas dan
karyawan perseroan; {2} kreditor dan mutra usaha lainnya dari perseroan; dao (3)
mysyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Dalam UUPT tersebut,
pesaingan yang sehat dalam melakukan usaha, meropakan salah satu hal yang
ditenfukan sebagar suatu hal yang wajpb diperhatikan oleh persercan (pelaku
usaha) dalam melakukan pengzabungan, peleburan dan pengambilalihan {merger,

konsolidasi dan akussisi.

Sejatan denmgan hal tersebut, dan aspek hukum persaingan usahbs,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan melihat merupakan
tindakan dari suatu perservan atau pelaku usaha {eorporalte getion) dalam kegiatan
perekonomian yang dapat menjadi mengakibatkan terjadinya prakiek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat™, karena haf terscbut maka penggabungan,
peleburan dan akuisisi mendapat porsi aturan yang diperhatikan karena dapat
berakibal (1) terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yvang dapat
menyebabkan harga produk semakin tinggi; (2) Kekuatan pasar menjadi semakin
besar yang dapat mengancam pebisnis kecil. Dalam UL Anti Monopoli, adanya

penggabungan vang patut diduga terjadi persaingan usaha cdak sehat ditentukan

* Investopedia, Marger and Acquisitions; Diefinition,
Bipdww inyesiopediz conyuniversip/mcreers/mergersl.asp | dipkses + Juli 2089,

5% Naskah Akademis jesmang Porsaingan Usaha dan Anli Monopati. Mahkamak Apune, Talun
2035,
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dari nilal aset hasi! penggabungan atau peleburan (pasal 29} vang untuk itu akan
diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum terdapat

peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UL Anti Monuopol,

Pada Bab iI, telah dwrakan bahwa dalam Ul Perbankan, peraturan
pelaksanaan untuk merger, konsolidasi dan akuisisi pada bank diatur dalam
peraturan pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang
merger, konsolidasi dan akuisisi khusus untuk bask wmem, Dalam PP No. 28
Tahun 1989 tersebut, aspek persaingan usaha dalam  kegiatan perbankan
dimasukan dalarn hal-hal yang diperhatikan oleh industri perbankan dalam
merencanakan dan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 5: Merger, Konsolidast, dan Akuisisi Bank dilakukan dengan
memperhatikan: (a) kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham rmnoritas dan
karyawan Back; {b) kepentingan rakyal banyak dan persaingan yang sehat daiam

melakukan usaha Bank.

Dart uraian diatas, berkaitan dengan implessentas) PBI SPP, terdapat kondisi
yang harus dicermati yaitu PBI SPP mengatur bahwa suatu pelaku vsaha yang
menjad: pemegang saham peegendali lebih dani saty bask barus melgkukan
merger dan konsolidasi dengan menunjuk  kepada peraturan  pemerintah,
Berdasarkan PP 28 Tahun 1999 berafthaya pengendalian atas suabu perusahaan
terjadi apabila pemegang saham memiliki saham lebih dart 25% dari saham vang
telgh dikeluarkan dan mempunyai hak suara, sementara berdasarkan PP 29 Tahun
1999, suatu penanam modal dapat membeli saham bank sampai dengan 99% (baik
asing maupun domestik), sehingga konsekuensi logisnva adalah penanam modal
tersebut menjadi pemegany saham pengendali. Mengingat sampal saat ini belum
terdapat peraturan pemerintah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan®
sebagaimana yang diatuc oleh Pasal 29 UL Ant: Monopoli, maka dalam
pelaksanaan implementast PBI 3PP vang dibatasi sampat dengan akhir tabun

2010, akan dapat tegadi persocalan hukum berkaitan dalam penerapan UU Anti

Monopolt,

M. Udin Silalali, Mesaati PP Moerger: KFPPU dapal Menpeeiuzrkan Pedoman Fenpeabungan

Diagkses fanggal 4 Juli 2009,
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Peraturan Pemerintah mengemai aturan merger dan akuisisi diperiukan
sebagail peraturan pelaksana dari Pasal 28 dan Pasal 29 UL Anti Monopoli,
peraturan pemerintah tersebut sangat dibutubkan oleh dua undang-undang tferkait
dengan merger dan akuisisi yaitu UL Antt Monopoli dan UUPT, karena ketentuan
mengenat merger dan akuisisi dalam kedua undang-undang tersebut mengatur
bahwa kebijakan mengenai merger dan akuisisi diatur lebih lanjut dalam perataran
pemerintah®™. Syamsul Maarif, Ketua Komisi Pengawas [ersaingun Uspha
(KPP} {caat uu) mengungkapkan bahwa nantinya merger dan akuisisi diatur
dalam dua peraturan pemerintah yang berbeda. Peratoran pemerimah merger dan
gkuisisi dibawah UUPT yang hanya mengaiur tentang merger dan akusisi bags
perseroan terbatas dan peraturan pemerintab merger dan akuisisi dibawah UU
Anti Monopoli tidak hanva mengatur perseroan terbatas tetapi juga untuk badan

usaha lain seperti CV, koperast™.

Pada tanggal 13 Mei 2009, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009, temang Pra-Notihkasi
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Peraturan KPPU 1/2009). Jika
melihal kepada pasal 2 Peraturan KPPU 172009, peraturan tersebut bermmaksud
untuk memberikan pedoman bagi KPPU selama peraturan pemerintah mengenal
merger dan akoisisi belum selesar dalam mencegah praktek monopolt dan
persaingan usaha tidak sehat dengan cara-cara merger dan akuisisi®, Selain hal
tersebut menjenibatani implementasi ketentuen pasal 29 gvat 2 vang seiatinya
mengatur featang nenetapan nilai aset yang harus dituangkan dalam peraturan
pemerintah pemeriniah. Peraturan KPPU 1/2009 tersebut tidak bersifat mandatory
{mengikat pelaku usaha)” karcna pemberitahuan oleh pelaku usaha kepada KPPU
bukan suatys kewaiiban dan hasil pemeriksaan dari KPPU tidak mengikat pelaku

usaha. Peraturan pemerintah mengenal merger dan akuisisi tersebut akan dibuat

¥ Merger dan Akuisisi Diater dalam Doa PP, Berita, Hukwondine com,
:Lllﬁ:mauiuzsz‘zﬁzgine,cowdczaii\asp?idmz{m%&c%mﬁcrila . didkses tfanggal 4 Joli 2004

ibid.
* KPPU, Peratyran Komisi Pengawas Persaingan Usals Nomor | Tahun 2009 tertanggal 13 Met
2009, Pasal 2, (1) monjaga kepentingan wium dap menmghkaikan elisiensi ckonomi nasionat
sebagal salah saty uwpaya usiuk moningkatkon kesejaltieraan rakyst; (B} smenjmnin adanya
kepustinn Dokum bagi peloku usaba vang headal melakuan penggabungan, peleburan dan
penganbealiban. () menccgal prkick mosepsii dan atan persaingan usala tidak seha yang
ditimbulkan oleh pelakn usaha melaful pengeabungan. poleburan dan pengambilalihan..
* 1bid. Pagal 3 dan Pasal 4.
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dalarn dua persturan pemerintah, yaitu peraturan pemermtah mengenai merger
dan akuigisi untuk perseroan terbatas berdasarkan UUPT dan peraturan
pemerintah mengenai merger untuk badan usaha yang lebih huas berdasarkan U
Anti Monopoli®'. Dan saat ini dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha oleh
KPPU termasuk (konsolidasi perbankan) khususnya mengenal merger dan akuisisi
akan dilakukan KPPL dengan berpedoman kepada Peraturan KPPU 172009,

7 Merger dun Akuisist Diatur datam Dua PP Lo Cit
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BAB4
PENERAPAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN BERKAITAN
DENGAN KETENTUAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

4.1. AKUISISI OLEH BANK HOLDING COMPANY MENURUT
PERATURAN BANK INDONESIA 8/16/PBI/2006 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NQ, 28 TAHUN 1995

Sebagaimana telah dikemukakan dalam di muka, salah satu opsi yvang dapat
dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) apabila terayata menjadi PSP
di lebth dari 1 bank adalah membentuk BHC (Bank Holding Company) atau
Perusahaan Induk di Bidang Perbankan, BHC yang dibentuk dapat (1) berupa
suatu badan hukurs baru yang didirikan sebagai BHC; atau (2) menunjuk salah

safu bank yang dimiliki atau dikendalikan menjadi BHC.

Dalam  proses pembentukan  BHC  tersebut  untuk  melakukan
pengamblifalthan kepemilikan saham dari PSP oleh BHS sebagai pemegang
saham atas bank-bank vang dikendalikan dan dimilikinya, PB! 5PP mengatur
bahwa proses pengalihan saham tersebut dikecuabikan dar ketentuan yang
mengatur teatang Alkuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum, Hal
ini tentunya menjadi persoalan, karena UU Perbankan Pasal 28 aya 2
mengamanatkan bahbwa ketenfuan mengena merger, konsolidasi dan akuisisi
ditetapkan dengan peraturan pemenuntah, ketentuan dalam UU Perbankan tersebut
sangat jelas dan terang Dahwa pengaluran untuk petaksanaan merger, konsolidas:
dan akuisisi diatur lebib lanjut dalam peraturan pemerinizh. Sehingga bagaimana
konsekuensi hukum atas ketentvan yang mengalur sentang akuisist  yang

dilakukan oleh BHC dalam PRISPP?

4.1.1. Ketentuan Merger, Konsolidasi dan Akuisist Bank dan Ketentuan

Pembelian Saham Hank,
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[3alam indusiri perbankan, pengaturan lebih lanjul mengenai merger,

konsolidast dan zkuisist diatur daiam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu™?

1. Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidass dan
Akuisisi Bank,

2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembeian Saham Bank
Umum, '

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mes

Tl

1999 {entang Pembeiian Saham Bank Umum;

4. Surat Keputusan Direkst Bank Indonesia No. 32/5 1/KEP/DIR tanggal 14 Mel
1999 tentang Persyaratan dan Tats Cara Merger, Konsolidast dan Akuisisi
Barnk Umuny

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/5 I/KEP/DIR tanggal 14 Mei
1999 tentang Persyaratan dan Tala (Cara Merger, Konsclidasl dan Akuisisi
Bank Perkreditan Rakyat

Selain peraturan khusus bank, juga tunduk dengan ketentuan terkait yaitu antara
lain LIUPT khususnys ketentuan Bab Vil (Pasal 122-137) dan UL Anti Monopoli
khnsusnya bagian keernpat {Pasal 28-29).

Jika melihat kedalam UL} BI, terdapat ketentuan bahwa Peraturan Bank
Indonesia adalah persturan Bank Indonesia yang merupakan ketentuan hukum
vang ditetapkan oleh Bank lndonesia dan mengikat setiap orang atau batdan dan
dimuat datam Lembaran Negara Indonesia, dengan demikian PBI SPP merupakan
salah satu Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari
regulgsi-reguiasi mengenal merger, konsolidasi dan akuisisi serta ketentuan
pembelian saham bank wmum yang ada tersebut, wnaka dapat ditarik suatu
pernahaman bahwa vang dikecualikan oleh PBI SPP tersebut adalah Peraturan
Pemerintah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Selanjuinya timbul
perianyaan: Peraturan Bank Indonesia mengecualikan ketentuan Peraturan

Permerintah?

* Kosumaningiut, Loc Cit. hat, 90.
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Untuk menelaah hal tersebut, tidak bisa dilepaskan tentang peraturan.
peraturan terkait yaitu LU BI yang actara lain mengatur status, kedudukan tugas
dan fungsi berikut kewenangan Bank Indonesia, dan peraturan perundangan yang
mengatur fentang pembustian dan tata urutan perundangan di Indonesia, vaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tshun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan (U No. 10 Tahun 2304}

Dalam Penjelssan UU B paragraf kedua belas dan ketiga belas dijelaskan
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan nastonal yang sehat, Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral harus mandisi, bebas dari campur tangan pemeriotah dan
pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawast dan dipertanggungjawabkan.
Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara vang independen berada
dilsar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UU Bl Independensi ini
membawa konsekuenst vuridis logis bahwa Bank Indonesia mempunyai
kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan
peiaksanasn Undang-Undang dan mesjangkau seluruh bangsa dan npegara
Indoensia. Dengan demikian, Bark Indonesia scbagai suatu lembaga negara yang
independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertal kemungkinan pemberian
sanksi admininistratif”. Selanjutaya pada Pasal | ayat 8 UU Bl mengatur
ketentuan bahwa Peraturan Bapk Indonesia adalah ketentuan hukum yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat sctiap orang atau badan dan dimual
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dart penjelasan  mengenai
kedudukan hukum Bank Indonesia tersebut dan dasar dikeluarkannya Peraturan
Rank Indonesia, maka Peraturan Bank Indonesiz yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesa adalah peraturan yang mesjupakan pelaksanaan Undang-Undang yang

berlaku seluruh bangsa Indonesia.

UU MNo. 10 Tahun 2004 secara pokok mengalur tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan yalluy megngenal proses pembuatan paraturan
perundang-undangan miulal dan perencanaan persiapan, teknin penyusunan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, UU

* Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Bank Indoncsia. UL No. 23 Talmn 1999,
Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1999 Nowoer 66
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No. 10 Tahun 2004 secara khusus mengatur tentang jenis dan hierark! Peraturan

Perundang-undangan yeitu dalam Pasal 7 yang terdiri sebagal berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-1indang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

rd

4, Peraturan Presiden;
5

Peraturan Daeraly;

Dari hirarki tersebut terlihat uruzan secara jelas dari peraturan perundangan yang

paling - tinggl berturut-torut ke persturan perundangan vang lebilk rendab.

Peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat {3} UU No, 10

Tahun 2004, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleb Presiden

untuk menjalankan Undang-Undang scbagaimana meshinya, yang sclanjuinya

dalzm Pasal 10 diatur bahwa mater: Peraturan Pemerintah berisi mates: unfuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya,

Dart uralan tersebut diatas, maka terdapat heberapa catatan yaitu sebagai

herikut:

[

. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang distur dalam Undang-

Undang {UU 10 Tahun 2004} vang merupalkan peraturan pelaksanaan dari
ketentuan suaty Undang-undang {(Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 UU 10 Tahun
2004);

Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleb Pemeriniah Indonesia dalam hal im
Presiden, yang merupakan salah satv lembaga negara;

Peraturan Bank Indonesiz merupakan ketentuan hukum yang merupakan
peraturan pelaksana darl undang-ondang (Penjelasan UU Bl),

Peraturan Bank Indonesia dikeluarkan/diterbitkan oleh Bank Indonesia yang
merupakan lembaga negara {Bank Sentral) sebagaimana diatur dalam (UUD
1945 Pasal 23D dan U] BI Pasal 4 ayat {1}};

Peraturan Bank Indonesia tidak terdapat dalam jenis peraturan perundangan
yang diatur dalam hiracki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

dalam U4 No. 10 Tahon 2004
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Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas yang
menjadi dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diadopsi
beberapa asas dan diatur dalam Pasal 5 UU 10 Tahun 2004™, yaitu:

a  Kejelasan tjuan,
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. Kesesuatan antara jenis dan materi muatan,

d. Dapat dilaksanakan;

Dari asas keiembagaén atay organ pembentuk yang tepat dalam UU 10
Tahun 2004, bahwa Peraturan Bank Indonesia dibuat oleh iembaga vang memang
diamanatkan oleh undang-undang {(UJLiBI). Sehingga Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Bank Indonesia, sama-sama merupakan ketentuan hukum yang dibuat
olel: lembaga negara berdasarkan undang-undang sebagai pelaksanaan dari

undang-undang.

Peraturan Bank Indonesix tidak diatur dan berasal dann UU 10 Tahun 2004,
namun Peraturan Bank Indonesia diatue khusus dalam Ul BI, vang memiliki
kekhususan vang diberikan oleh undang-undang (UU B}, khususnya mengatur
tentang pelaksanaan undang-undang dibidang perbankan. Hal mi pun sejalan
deagan UU Perbapkan dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank-bank
merupzkan kewenangan Bank Indonesia, dengan demnkian maka Peratucan Bank

Indonesia .

Dari uraian diatas penulis berpendapat meskipun Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Bank Indonesia sama-sama merupakan persfuran perundasgan yang

diatur dan berdasarkan undang-undang yaitu yang pertama berdasarkas Ul No.

# Kusumaningti, Op.Cit. hal. 46, Van der Vies schagabwana dikutip oleh A, Hamid §
Attamimi (dolpnt Poranas Kepuisan Presiden Republik indosesia Penvelenggarsan Pemeriniaban
Negara. Diisenasi Fakultas Pascasarjona. Universitas Indonesia, Jakana, 1990}, terdivi dari asas
forn) dan asas maicrisl, Asas-asas formal meliputll (2) asss tuinan jelas (her Aeginsel van
duideijke doelstelling); (b) asas lembaga vang 1epa {fier beginse! vay Aot fiiste orgoary. (g} asas
goriunys pengatwran (et noodzakelifkhetd beginse!y, (d} asas dapal dilaksanakan (fer beghisef van
witsoorbnarkeidy, e} agas konsensus (her Dbeginsel von de concersush,  Asas-asas ngisrial
melivils (1) nsas kejelasan {crminologi dan sislcumitka ther beginse! verr de duidetifke
terpinolagie on de duidelijke spstematicky: {8Y asas baliwa perataran porundangas madah dikenali
{fret beginse! von den kenbonrireidy, (C) asas porsaman (fer rechits geliiblicids beginsedy, (1) asas
kepastian o (het rechivzeberheids bepinse’y {8) asas polaksarsan hukum sossal deagan
keadagn individual {hes begingsel van de individuele rechisbedeling)
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10 Tahun 2004 dan vang kedua adalah berdasarkan UUBI, namun demikian tidak
berarti Peraturan Bank Indonesia (dalam hal mi PBI SPP) dapat mengecualikan
atau mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP 28 Tahun 1999 tentang merger,

konsolidasi dan akuisisi bank) dengan penjelasan sebagai bertkut:

a. Hal imi merupakan konsistenst dari tata urutan peraturan perundangan
yang diatur dalam UU Noo 10 Tabun 2004 tersebut dimasa dengan
adanya hirarki peraturan perundangan, maka peraturan yang lebih tinggi
meniadi acuan dan dasar dari peraturan yang lebih rendah dan sebaliknya
maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang tebih tinggs, dalam asas hukurm hal ini dikenal dengan
“lex  iferiori derogof fegi o posterior?”, Van der Vies 1 C,
mengemukakan bahwa suatu regolast perlu memperhatikan asas-asas
pembentukan peraturan yang haik™. Sehingea yang dapat menggantikan,
mengecualikan atau mencabul peraturan pemerintah adalah setidaknya
adalah peraturan pemerintah atau peraturan perundangan yang lebih
tingai.

b. UL} Perbankan telah dengan tegas dan jeias pada Pasal 28 avat {2)
mengatur bahwa temang merger, konsolidasi dan  akuisisi bank
ditetapkan dan diatur dalam peraturan pemerintah. Konsekuensi
hukumsya adalah aturan merger, konsolidasi dan akusist bank dilakukan
berdasarkan peraturan pemgerintah, dan PBI sebagai aturan hukum
pelaksans  undang-undang  dapat mengatur  lebih  khusus  bukan
mengesampinglkan ketentuan dant undang-undang.

c. PP 28 Tahun 1999 mengalur tentang semangat untuk memperhatikan
hukom persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan merger,
konsolidast dan akusisi bank sehingga aspek hukum persaingan vusaha

terjaga.

Dari beberapa catatan tersebut, dapat difihat babwa, PP 28 Tahun 1999 telah
mengatur tenlang merger, konsolidast dan akuisisi bagi bank, dan juga sekaligus

pengaiuran tersehut memperhatikan aspek hukum persaingan yaitu dengan

e Rusumaningtti, Op. Cit, hal_ 52.
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kewajiban bagi bank yang akan melakukan merger, konsolidast dan akuisisi untuk
memperhatilan aspek persalngan ussha. Adanya ketentwan dalam PBI SPP
khususnys lentang dikecualikan aiuran meger, konsolidasi dan akuisisi serta
pembelian saitam bank umum dalam meiakukan akuisisi dalam pendirian BHC,
akan menimbulkan permasalaban dalam implementasinya, karena tidak sinkron
dengan UU Perbankan dan PP No. 28 Tahun 1999, dimang PP No. 28 Tahun 1999
mierupakan aturan vang ditetapkan oleh undang-undang, vaug seharusnya menjadi

payung hukum dalam pelaksanaan merger dan akuisisi di Industri perbankas.
412 Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company)

Telah dikemukakan pada Bab Il mengenai BHC, adalah suatu bentuk badan
hukum baru vang diatr dalam PBI SPP sebagal salah satu opsi untuk
melgksanakan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbanksn di Indonesia. Dalam
Pasal 5 ayat | PBI SPP mengatur bahwa BHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (1) huruf ¢, harus merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas,
sehingga konsekuensi yuridisnya adalah pembentukan BHC harus tunduk dalam
UUPT, Selanjuinya dalam PBI SPP Pasal 5 ayat {2} mengatur BHC dilarang
melakukan kegiatan usaha selain menjadi pemegang saham. Dart konsekuensi
mendudukan BHC dalam suze badan usaba yang tundek kepada peraturan
UUPT, maka jika ditinjau dar) Pasal 1 ayat (1) UU PT dan dalam pasal 2 UUPT
dikatakan perseroan terbatas harus mempuyai maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha, ketentuan PBI SPP tersebul menjadi tidak sinkron karena dalamy UUPT
diatur bahwa perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha sedangkan dalam PBI
SPP tersebut justry BHC dilarang melakukan keglatan usaba.  lika melihat ke
negara Amerika Serikat, maka sejak tahon 1956 di Amerika, BHC diatur dalam
suaty undang-undang tersendiri yang khusus mengatur suatu holding company
yang mengendalikan bank-bank®®. Dalam UU Perbankan, bank yang dikenal
dalan: perbankan Indonesia adalah Bank Umum dan Bank Peckreditan Rakyat,
dimana keduanva melakukan usaha dibidang perbankan. Terminologt BHC dalam

ULl Perbankan tidak dikenal.

% Bank Holding Company Act 1936, Loc. Cit.
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Hal tersebut menjadi suatu hal yang krusial, salah satunya karena di
Indonesia terdapat 4 bank pemerintah (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia
1946, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara) dengan ukuran yang
sangat besar yang dimiliki oleh Negara sebagai PSP. Apabila opsi BHC yang akan
diambil, hal ini akan sangat rumit dalam implementasinya karena UUPT belum
mencakup pengaturan tentang perseroan terbatas yang merupakan perusahaan
induk (holding company) di bidang perbankan dan jika kemudian salah satu bank
tersebut menjadi BHC, BHC tersebut tidak memiliki payung hukum dalam
melakuklan pembentukan badan hukumnya maupun dalam melakukan akuisisi
saham PSP karena ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi dan
pembelian saham bank sebagaimana diuraikan diatas telah dikecualikan oleh PBI

SPP untuk pelaksanaan akuisisi oleh BHC.

Berkaitan dengan BHC alam UU Anti Monopoli tidak secara eksplisit
mengatur tentang suatu perusahaan induk (folding company), tetapi terdapat hal-
hal yang berkaitan dengan kondisi dari suatu holding company berkaitan
kepemilikan saham khususnya yang dapat berdampak kepada praktek monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana terkandung daiam beberapa
aturan dalam UU Anti Monopoli tersebut yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal
29. Dari pengertian-pengertian mengenai holding company, maka aturan yang
kental dan memiliki relevansi dengan perusahaan induk (holding company) yang
perlu dicermati, tanpa mengesampingkan pasal lain, adalah Pasal 27 UU Anti
Monopoli, yaitu Jarangan menjadi pemegang saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang mengakibatkan pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan aturan tersebut maka,
opsi BHC dalam pelaksanaan Kepemilikan Tunggal Perbankan berpotensi
melanggar ketentuan UU Anti Monopoli, manakala penguasaan saham mavoritas
pada beberapa bank berakibal penguasaan pasar masuk kedalam kategori

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tersebut.

4.2. ALTERNATIF MERGER DAN KONSOLIDASI PERBANKAN DAN
PEMBENTUKAN BHC MENURUT UU ANTI MONOPOLI
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Dalam UU Anti Monopoli, aspek merger dan konsolidasi mernupakan bagian
yang penting dalam menjaga agar tidak terjadi prakeek monopoli dan persaingan
usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan
Pasal 29, yang bahkan untuk itu UU Anti Monopoh mengamanatkan penuangan

dalam Perzturan Pemerintal khususaya untuk Pasal 29 UU Anti Monopoli,

Dalam penerapan opsi merger pada pelaksanaan Kepemiliken Tunggal
Perbankan, telah tersedia perangkat peratoran perundangan mengenai merger,
konsolidast dan akastsi bagt bank (Jihat subbab 4.1.1. Bab ini), namun demikian
ditinjau dari UU Anti Monopoh khususnya ketentnan mengenar penggabungan,
peleburan dan pengambilaliha (pasal 28 dan 29), dari basil penelurusan literatur,
terdapat fakia bahwa peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU
Antt  Monopoli  khususmya  berkaitan  penggabungan, peleburan  dan

pengambilalihan belum tersedia®

Sementara belum diterbitkan peraturan pemerintal mengenat penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan, sebagaimana dikemukakan dalam Bab I, KPPU
pada tanggal 13 Mei 2009, telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha No. | Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan,
Pelcburan dan Pengambilalihan {Peraturan KPPU 1/2009). Peraturan tersebut
memuat kefentuen umum, tojuan, batasan nilal, pemiaian awal, penilaian akhir,
hasil penilaian dan ketentuan penutup, vang pada substansinya adalah mengatur
agar tidak terjadi potens: prakiek monopoli dan perszingan usaha tidak sehat
sehuibungan dengan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Dan
substansi yang ada dalam Peraturan KPPU 172009 tersebut, akan sangat jelas
merupakan perwujudan dari KPPU untuk mengimplementasikan  ketentuan
merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha khususnya

ketentuan pasal 28 dan 29 UU Anti Monopoli.

¥ Roncana Merger dan Akuvisisi Wajib  dilaporkan ke KPPU, Hakumeniinccom,
hp/Mukmnonline comideail asp?id=2 1494 &cl=Berita, diakses 4 Juli 200%7. Scjatinvae KPPY
menungen terbitnya Peraturan Pemerinah (PP temang Merger danr Akuisisi. Nanwn, aamun
hingga akhir pericde kepemimpinan SBY-JK. PP terscbul 1ak kunjung rampung. Saal mi PP
Morper dan Akuisisi masil & bahas di Deparlemen Hukum dan HAM.. dan selerusnya”
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Dengan kondisi peraturan pelaksanaan Pasal 29 UU Anti Monopoli vang
befum diterbitkan khususnya peraturan pemerintah mengenai merger dan akusisi,
serta Peraturan KPPU 172009 yang tidak bersifat mandatory bagi pelaku usahg,
menursut hemat penulis, akan masih lebil baik jika Peraturan KPPU 172009 aapat
dijadikan acuan bagi pelake apabila akan membuat perencanaan uniuk
melaksanakan opsi kedva (merger atau konsolidasi) khususnya atas bank-bank
yvang dikendalikan oleh PSP yang sama, dalam rangka penerapan keiontuan

Kepemilikan Tunggal Perbankan.

Mengapa dijadikan acuan? Dalam Peraturan KPPU 172009, juga mengatur
secara khusus untuk induste jasa keuangan (bank dan non-bank} tentang batasan
nilai hasi! merger sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Peraturan KPPU 1/2000%,
hal ini sejalan deugan permintagn vang pernah disampaikan oleh Bank Indonesia
untuk meminta agar merger dan akuisisi pada lembaga keuangan dan perbankan
tidak disamakan dengan industri biasa dan manufaktur™. Selain itu juga karcaa

dilihat darl twjuan Peraturan KPPU 172009 gdalah untuk;

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,

&

Mernjamin adanya kepastian hukum bagi petaku usaha yang hendak
melakukan pesgeabungan, peleburan das pengambilalihan,

Mencegah praktek monopoli dan atau persamgan usgaha ftidak sehat yang

Lat

ditimbulkan oleh pelaky usaha melalnr peaggabungan, peleburan dan
pengambilahhang

4 Terciptanya efetifitas dan efisiensi dala kegiatan usaha,

Selzin alasan tersebui, maka pertimbangan lamnya adalah jika nantinya
peraturan pemerintah mengenat merger dan akusist-berkaitan dengan UU Anti

Monopoli telah terbit, diharapkan drharapkan tidak akan terlalu bersifat perubahan

* Peraturan Komisi Fengawas Perstingan Usaha No. | Tahun 2009, Pasal 3 avat {2} Khusos
untuk industri jasa keunngan (hank dan non-bank) berlaku ketentuarn sebagai borikot: (o) nilal aset
badan usaba hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp. 10.600.000,000,000,~ (sepubuh (rithas
rupiai). w#au {by nilai penjuatan (omrel) badan usaha hasil penggabungan saw pelebaran melebili
Ryy 15 000.060.000 800 » (lma belas ifion), alau (¢} mengakibatkan penguasaan pangsa pasar
]ct;;h darl 56% (lima puluh persen) pada pangss pasar bersangkutau,

* 1big,
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yang material dan substansi terhadap struktur perusahaan hasil merger, karena

draft peraturan pemerintah tentang merger dan akuisisi juga melibatkan KPPU,.

Dalam praktek dalam kegiatan perekonomian, pelaku usaha (perusahaan)
melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi dengan latar belakang antara lain'®®:
(1) penetrasi ke dalam segmen pasar sehingga pasar menjadi lebih besar atau
memperoleh bidang usaha yang baru dengan biaya yang lebih mﬁrah; dan (2}
Menghapus atau mengurangi persaingan usaha atau dengan kata lain menghambat
persaingan. Keadaan tersebut dapat menjadi prakiek monopoli atau persaingan
usaha yang tidak sehat, sehingga peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan
ketentuan UU Antt Monopoli tentang merger, konsolidasi dan akuisisi adalah
sangat penting. Agar baik pemerintah maupun pelaku usaha mempuyani standar
ukuran mengenat pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi yang mendorong

kegiatan usaha dalam kondisi persaingan usaha yang sehat.

Selain berdasarkan kondisi dalam kegiatan perekonomian, pentingnya untuk
memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan merger,
konsolidasi dan akutsisi, ditekankan oleh UU PT sebagaimana diatur dalam pasal
126 ayat (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau

Pemisahaan wajib memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
Selanjutnya dalam penjelasan umum UUPT juga dinyatakan:

“Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat akbiat
menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi
serta sejaih mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala
bentnknya yang merugikan masyarakar, maka dalam undang-undang ini
diatur pula persyaratan dan tata cara mtuk  melakukan penggabungan,

peleburan dan pengambilalihar”

"™ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusaltaan Perseroan Terbatas. (Bandung: PT. Alumni,
2004). hal, 205,

Universitas Indonesia
Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH Ul, 2009



71

Demikian pula di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1998 juga mengatur semangat vang sama dalam mengatur persaingan
usaha vaitu ayat {1): Penggabungan, peleburan dan pengambifatihan hanya dapat

dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan
perseroan vang bersangkotan;
b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan

usaha.

Bahkan dari PP 28 Tahun 1999 pasal 5 ayat (2} mengatur bahwa bank dalam
melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memperhatikan persaingan

usaha dalam menjalankan usaha dibidang perbankan.

Dari beberapa persturan perundangan tersebut tidaklah mengherankan
mengapa merger, konsolidasi dan pengambilalihan merupakan hal penting diatur

dalam UU Anti Monopoli termasuk juga penggabungan.

Meskipun demikian, ketentuan opsi kedua (merger ataw konsolidasi) dari
PBI SPP, belumiah dapat dikatakan bertentangan dengan L/UJ Anti Monopeli,
karena masth harus diatur lebib lanjui dengan peraturan pemerintah sebagai
pelsksanaan dart pasal 28 dan 29 UU Anti Monopoll dan melibat hasil konsultasi
dengan KPPU sesuat Peraturan KPP 172009,

Karena peraturan pemerintah belum tersebut belum terbit, Peraturan KPPU
12009 yang memuat aturan-gluian mengenai ketentuan untuk berkonsultast
terlebih dahule dengan KPPU sebelurt melaksanakan merger atan konsolidasi
tersebut sebaiknya diperhatikan oleh PSP dalam merencanakan atau melakukan
oerger atas bank-bank vang dimilikinya, sehingga PSP dapat dilakukan mitigasi
potenst terjadinya praktek monopol dan persaingan vsaha vang tidak sehat yang
dilarang oleh UU Anti Monopoii.

Selain ity altematif pembentukan BHC, memiliki relevansi dengan
ketentwan dalam UU Anti Monopoli, yang meskipun tidak mengatur secara

eksplisit lentang adanya suatu perusahaan induk (holding company} namun
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memuat tentang pengaturan pemilikian saham dengan karaktenstik sebagaimana
perusahaan induk, vaitu pada Pasal 27 UU Ast Monopoh., yang mengatur
larangan bagi pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis vang melakokan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang
bersanpkutan yang sama, apabila hasil kepemilikan saham mayoritas tersebut
akan mengakibatkan (1) satu pelaku usaha atau satu kelompok usaba menguasat
lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (2§ dua atau tiga
pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebth dan 75 % pangsa pasar satu
jenis barang atau jasa tertentu. Dan aturan tersebut maka pembentukan BHC
mempunyai melangear ketentuan jika dart kepemilikan sabam sebagai PSP masuk

ke dalam kategor sebagaimang dimaksud dalam Pasal 27 LU Anti Monopoli

Untuk itu peraturan pemerintal mengenal merger dan akuisisi yang
diperintahkan dalam Pasal 29 Anti Monopoli, vang merupakan peraturan
perundangan yang peénting dalam pengaturan aspek merger dan akuisisi dalam
persaingan usaba, seyogyanya harusiah merupakah suatu peraturan yang dapat
mencakup kegiatan usaha dalam cakupan yang fuas fermasuk juga industri
keuangan yang sangat sepesifik karema berkaitan dengan pengelolaan dana
masyarakat, sehingga suatu peraturan pemerintall yang akomodatif namun dapat
memberikan kepastian hukum dalam perekonomian sangat diharapkan, agar
ongkos ekonomi yang harus ditanggung pelaku usahe dalam hal ini PSP untuk
melakukan merger ataupun akuisisi  dalam rangks penerapan  ketentuan
Kepemifikan Tunggal Perbankan pada akhir 2010 nantinya dapat efisien dan

rasional.
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BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

51.1, AKUISISI OLEH BANK HOLDING COMPANY MENURUT
PERATURAN  BANK  INDONESIA  BA6/PBY/2006 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999

Drengan aikecualikan peraturan meﬁg&nai meger dan akuisist serla peraturan
mengenai pembelian saham bank umum oleh Peraturan Bank Indonesia
B/16/PBI2006 (PBI SPP) dalam pendirian Bank Helding Company (BHC),
penulis berpendapat meskipun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank
Indonesia sama-sama merupakan peraturan perundangan vang digtur dan
berdasarkan undang-undang yaitu yang pertama berdasarkan UU No. 10 Tahun
2004 dan yang kedua adalah berdagarkan UURBI, Peraturan Bank Indonesia (datam
hal ini PBI SPP) tidak dapat mengecualikan atau mengesampingkan Peraturan
Pemerintah (PP 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank}
dalam pendirian BH,

PP 28 Tabun 1999 jusiru telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai
proses akuisist dalam industri perbankan dengan semangat untuk memperhatikan
hukum persaingan usaha vang sehat dalam melaksanakan merger, kounsolidasi dan
akusisi bank. Dengan memperhatikan ovraian  kesimpulan di  atas  maka
konsekuenst akuisisi dalam BHC dikecualikan dann PP 28 Tahun 1999 dan
menjadi aneh dan mubazir, dan akan dapat menimbulkan persoalan jika ketentuan

tersebut diabaikan oleh BHC yang akan melakukan akuisisi.

Selain hal tersebut, ketentwan Pasal 5 ayat (2) yang melarang BHC
melakukan kegiatan usabg, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa ketentuan
Pasal 5 ayal 2 PBT SPP tersebut tidak sinkron dengan UUPT karena dalam ULUPT
diatur bahwa perseroan terbatas melakukan kegiatan usabha sedangkan dalam PBI

SPP tersebut justru BHC dilarang melakukan kegiatan usaha.
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Di sist fain penerapan opsi BHC, hal ini akan menimbulkan permasalahan
dalam implementasinya karena UUPT belum mencakup pengaturan khusus

tentang perseroan terbatas yang merupakan perusahaan induk (holding company),

5.1.2. ALTERNATIF MERGER DAN KONSOLIDASI PERBANKAN DAN
PEMBENTUKAN BHC MENURUT UU ANTI MONOPOLI

Dari uraian pada bab sebelum dapat disimpufkan babwa ketentuan opsi
kedua {merger atau konsolidasiy dari PBL SPP, berpotensi untuk bertentangan
dengan UU Antt Monopoli, karena pengaturan lebth lanjut mengenal merger,
konsolidasi dan akumsist berkaitan dengan persaingan ussha akan dituangkan
dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan darni pasal 28 dan 29 UU Anti
Monopoli dan melihat hasil konsultast dengan KPPU sesuai Peraturan KPP
172009,

Peraturan KPPU 172009 vang memuat aturan-aturan mengenai ketentuan
untuk berkonsultasi terfebih dahuly dengan KPPU sebelum melaksanakan merger
atau konsolidasi tersebut sehaiknya diperhatikan oleh PSP dalam merencanakan
atau melakukan merger atas bank-bank vang dimilikinya, schingga PSP dapat
dilakukan mitigasi potensi terjadinva prakiek monopoli dan persaingan usaha

vang tidak sehat vang dilarang oleh ULl Anti Monopoli.

Dalam UU Antt Monopoli herkaitan dengan alternatil pendirian BHC,
memang fidak secara sksplisit terdapat aturan mengenal perusabaan induk
(holding company), namun terdapst ketentuan yang secara sustansi berkaitan
dengan BHC yaitu Pasal 27 Ul Anti Monopoli. Dimana dan pengertian pasal
{ersebut maka pelaksanaan Kepemilikan Tunggal Perbankan khususnya alternatif
pembentukan BHC berpotenst melanggar ketentuan UU Anti Monopoli, manakata
penguasaan saham mayoritas pada beberapa bank berakibat pengussaan pasar

masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut,

Oleh karena itu peraturan pemerintah mengenai merger dan akuisisi, yang
merupakan hal penting dalam pengaturan aspek merger dan akuisisi dalam
persaingan usaha, seyogyanya haruslah merupakah suatu peraturan yang dapat

mencakup kegiatan usaha dalam cakupan yang luas termasuk juga industri
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keuangan maupuan bentuk suatu perusahaan mduk (holding company), yang
sangat sepesifik karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat, sehingga
suatu peraturan pemerintah yang akomodatif namun dapat memberikan kepastian
hukam dalam perekonomian sangat dibarapkan apgar ongkos ekonomi yang harus
ditanggung pelaku ussha dalam hal i PSP untuk melzkokan merger ataupun
gkuisist dalam rangka penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan pads
akhir 2010 nantinya dapat efisien dan rasional. Sefain itu Pecaturan Pemerintah
tersebut agar juga dapat mengakomodir tentang pengaturan lebih lanjut dari Pasal

27 UU Anti Monopol:, khususnya berkatfan dengan holding company.
5.2. SARAN
Atas hasil kestapulan tersebut penulis meayarankan sebagal berikoui:

5.2.1. Agar Bank Indonesiz dan/atau Pemerintah mengatur lebih lanjut
mengenal ketentuan khusus Bank Holding Company, yang tidak saja
mengatur mengenal kelembagaan dan fungsinya tetapi juga mengatur
tentang proses penggabungan dan pengalihan saham baik BHC
tersebut menupakan badan hukum berbentuk bank maupun non-baok.

5.2.2. Peraturan pemerintah mengenai merger dan akuisisi sesuai perintah

U Anti Monopoli, yang kompribensif termassk juga mencakup
industri keuangan {perbankan} serta pembentukan BHC vang seialan
dengan semangat pengaturan persaingan usaha, sangat penling untuk
segera diterbitkan, agar ongkos ekonomi yang harus ditangguag PSP
untuk melakukan merger ataupun akuisisi perbankan dalam rangka
penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan pada akhir
201¢ dapat efisien dan rasional, mengingat biaya merger adalah tidak

murah.
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